RENSTRA Perubahan
Badan Kesataun Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

KATA PENGANTAR
Renstra Perubahan Badan Kesbangpol adalah suatu dokumen
perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam
kurun waktu 5 tahun dan sangat berhubungan dengan tugas dan
fungsi dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis
yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan

serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan
strategis diantaranya :

Renstra Perubahan disusun berpedoman pada RPJMD sesuai
Tugas dan Fungsi

* Renstra Perubahan adalah dokumen perencanaan daerah
berwawasan waktu 5 tahun

* Renstra Perubahan adalah acuan dalam penyusunan Rencana Kerja
(Renja) Tahunan.

* Renstra Perubahan adalah acuan dalam penilaian kinerja oleh
lembaga auditor baik internal ataupun eksternal

Renstra Perubahan wajib disinkronkan dengan Perda tentang
RPJMD yang meliputi visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5
tahun kedepan.
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RENSTRA Perubahan
Badan Kesataun Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024
==Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Badan Kesbangpol

berkewajiban menyiapkan Renstra Perubahan yang secara teknis
merupakan penjabaran dari RRJMD Pemerintah Daerah, yang berfungsi
sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan
arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan
bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun. Dalam pelaksanaannya, Renstra Perubahan tersebut akan
dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang
memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu)
tahun anggaran. Kemudian hasil capaian program dan kegiatan
tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada stakeholders,
yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
(LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan
Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj).

Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kubu Raya

Pembina/Utama Muda
NIP 19630623 198503 1 010
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1.1.

BAB I
PENDAHULUAN

Latar belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-
Undang Nomor 25 tahun 2004 merupakan satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana
pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara di tingkat Pusat dan
Daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: a. Rencana
pembangunan jangka panjang daerah; b. rencana pembangunan jangka
menengah daerah; dan c. rencana pembangunan tahunan. Tahapan
perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1)
penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian
pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat
tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara
keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas
baik yang sedang maupun yang akan datang, yang merupakan
penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahunan. Renstra
Perubahan disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan
rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat
Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan
penetapan.

Rencana strategis (Renstra) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik (Bakesbangpol) Kubu Raya adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah Bakesbangpol Kubu Raya untuk periode S (lima)
tahun, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang
memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi
Bakesbangpol Kubu Raya. serta sebagai sarana untuk meminimalisir
risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Penyusunan Renstra Perubahan Bakesbangpol Kubu Raya
dilakukan dengan tahapan pengkajian terhadap sejumlah dokumen,
RPJMD Kubu Raya 2019-2024, RTRW, Renstra Kementerian Dalam

Negeri, Renstra Perubahan Bakesbangpol Provinsi Kalimantan Barat, dan
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1.2.

1.

hasil capai dokumen rencana perlo(':le 2014-2019. Permasalahan dan issu

strategis hasil kajian oleh Tim Penyusun Renstra Perubahan,
diranformasikan ke dalam Tujuan dan sasaran, strtaegi dan arah
kebijakan, untuk selanjutnya dipetakan menjadi indikator kinerja yang
terukur yang mengerucut pada peran Bakesbangpol dalam mendukung
vist dan misi Kepala Daerah periodesasi 2019-2024. Proses berikutnya
indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan
selama 5 (lima) tahun tersebut diderifative dan digunakan oleh bidang
dan subbidang berikut seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam
lingkup Bakesbangpol Kabupaten Kubu Raya menjadi program/kegiatan
tahunan yang tertuang dalam dokumen APBD setelah melalui
pembahasan dan kesepakatan kepala daerah bersama-sama DPRD

Kabupaten Kubu Raya.

Landasan Hukum
Landasan hukum Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya:
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal
18 Ayat (6).

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
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/. Unaang—Unaang Nomor 23 Tahun 2014 Iienlfang Pemerintahan Daerah

10.

11.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6485);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6322);
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

. Feraturan remerinta omor anun €ntang Laporan an

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana
Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai
Bencana Nasional,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evalusi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunam Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 249);
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

. Peraturan Menterti Dalam Negeri Nomor ahun entang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Nomor 8);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 43);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor
2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor
1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun
2009 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 46) sebagaimana telah diubah
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aengan Peraturan Daerah KaBupaien Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021

29.

30.

31.

32.

33.

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu
Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun
2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya
Nomor 82);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036
(Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 43);
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024
(Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 65.A)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu
Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kubu Raya Nomor S5 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 76)

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun
2009 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 46) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu
Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun
2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya
Nomor 82);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036
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34.

35.

1.1

embaran Daera abupaten Kubu Raya Tahun omor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 43);
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024
(Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 65.A)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu
Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kubu Raya Nomor S5 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 76)

Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 59 Tahun 2021 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kubu Raya.
Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Perubahan Bakesbangpol

Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 adalah :

1. Memberikan arah, pedoman dan kebijakan pejabat/staf Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi terkait perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan
pengendalian pelaksanaan kegiatan.

2. Menyediakan dokumen yang strategik dan komprehensif yang
menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi masalah daerah,
perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi hingga pemilihan
program strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai
kebutuhan di Kabupaten Kubu Raya.

3. Mempermudah  pengendalian kegiatan serta  pelaksanaan
koordinasi dengan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
terutama terkait monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksanaan kegiatan.

4. Sebagai kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas
perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian
target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan

Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.
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1.2

Haapun lfujuan dari penyusunan dokumen Rencana Slra[egls

Perubahan Bakesbangpol Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024
adalah:

Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi

pembangunan daerah.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Perubahan Bakesbangpol

Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 - 2024 adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN BADAN KESBANGPOL
2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi
Bakesbangpol

2.2. Sumber Daya Bakesbangpol
2.3. Kinerja Pelayanan Bakesbangpol

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Bakesbangpol

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU  STRATEGIS BADAN
KESBANGPOL

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan

Fungsi Pelayanan Bakesbangpol

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil
Bupati Terpilih

3.3. Telaahan Renstra Perubahan K/L dan Renstra

Perubahan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
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3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Bakesbangpol
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1. Strategi

5.2. ArahKebijakan
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP
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2.1.

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN BAKESBANGPOL

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Bakesbangpol Kabupaten Kubu Raya yang telah diatur di dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 57 Tahun 2021 Tentang

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya,

merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas

menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang

kesatuan bangsa dan politik. oleh seorang Kepala Badan yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Bakesbangpol Kabupaten Kubu Raya, mempunyai tugas pokok

sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja dibidang kesatuan bangsa dan politik.

2. Perumusan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik.

3. Penyelanggaraan kebijakan dan penyelengaraan urusan
pemerintahan serta pelayanan umum dibidang kesatuan bangsa
dan politik.

Penyelenggaraan administrasi Badan.

5. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang kesatuan bangsa

dan politik.

Pembinaan unit pelaksana teknis Badan.

Pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan
pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.

8. Peyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Bakesbangpol, terdiri dari :

Kepala Badan

Kepala Badan adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas
memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan, membina,
mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melporkan  dan
melaksanakan kegiatan Badan berdasarkan kebijakan Bupati dan

perturan perundang-undangan.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam
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—  menylapkan bahan perumusan Kkebijjakan teknis, Kkoordinasi,
pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang rencana kerja dan
keuangan, serta tata usaha, kepengawaian, perlengkapan dan umum.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan. Sekretaris mempunyai fungsi :

a. perencanaan dan penyusunan program oprasional kerja di badan;

b. pembagian tugas, pemberina petunjuk kerja, penyediaan dan
mengatur penyelenggaraan tugas, di badan sesuai lingkup
tugasnya,;

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang rencana kerja
dan keuangan, serta tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan
umum,;

d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan
sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. pengendalai kegiatan di badan.

f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas di badan;

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsi;

Sekretariat membawahi:

(2) Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum;
mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan
kebijakan pelaksanaan tugas tata usaha, kepegawaian,
perlengkapan dan umum. Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian,
Perlengkapan dan Umum mempunyai fungsi :

a. perencanaan dan penyusunan prongram kegiatan di sub
bagian tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata
usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum;

c. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan
perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tata usaha,
kepegawaian, perlengkapan dan umum;

d. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang tata

usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum;
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~  e. penylapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah bidang tata usaha, kepegawaian,
perlengkapan dan umum,;
f. pelaksanaan tugas laian yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya;

3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi,

Sosial, Budaya dan Agama:

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas menyiapkan bahan dan
perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan
penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi,
sosial, budaya dan agama mempunyai fungsi :

a. perencanaan dan penyusunan prongram operasional kerja di
bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi,
sosial, budaya dan agama ;

b. pembagian tugas, pemberina petunjuk kerja, penyalinan dan
mengatur penyelengaraan tugas di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama
sesuai lingkup tugasnya;

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang ideologi,
wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan
agama,;

d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi koordinasi dan pembinaan
sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. pengendalian kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan
dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;

f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan
ekonomi, sosial, budaya dan agama; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan:
Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
Mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan

perumusan kebijakan  teknis, koordinasi pembinaan dan
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~—  penyelenggaraan tugas dibidang politik dalam negeri dan organisast
kemasyarakatan.

Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

a. Perencanaan dan penyusunan program oprasional kerja di bidang
politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;

b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyalinan dan
mengatur penyelenggaraan tugas di bidang politik dalam negeri
dan organisasi kemasyarakatan sesuai lingkup tugasnya;

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang politik dalam
negeri dan organisasi kemasyarakatan;

d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan
sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. Pengendalian kegiatan di bidang politik dalam negeri dan
organisasi kemasyarakatan;

f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas dibidang politik dalam negeri dan = organisasi
kemasyarakatan; dan

g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
Mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan
bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan
penyelenggaraan tugas kewaspadaan dini dan kerjasama intelejen,
serta penanganan konflik. Bidang Kewaspadaan Nasional dan

Penanganan Konflik mempunyai fungsi :

a. perencanaan dan penyusunan program oprasional kerja di bidang
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;

b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyalinan dan
mengatur penyelenggaraan tugas di bidang kewaspadaan nasional
dan penanganan konflik sesuai lingkup tugasnya;

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kewaspadaan
dini dan kerjasama intelejen, serta penanganan konflik;

d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan
sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. pengendalian kegiatan di bidang kewaspadaan nasional dan

penanganan konflik;
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1. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
Paal 5 ayat
(1) huruf g. terdiri dari sejumlah Pegawai ASN dalam jenjang Jabtan
Fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu
meliputi :

a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19, yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan
melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administasi berkaitan
dengan pelayanan teknis fungsional.

b. Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan
dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari
kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara
langsung kepada Pejabat Administrator.

d. Dalam masa transisi, dapat ditetapkan Koordinator dan atau Sub
Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi
tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat
pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan atau
Sub Koordinator.

e. Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan
serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan atau Sub Koordintor
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

f. Pejabat Administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan
melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan
sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang

mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi ditetapkan.
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— g. Pelaksanaan mekanisme Kkoordinasi dan pengelolaan Kkegiatan

sebagaimana merupakan pelimpahan kewenangan yang diberkan
oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

h. Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan
sebagaimana dimaksud diberikan nilai angka kredit 25% dari
angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih
tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka
kredit, yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas

poko dan pengembagan profesi.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk lebih menggambarkan kondisi kepegawaian Bakesbangpol
Kab. Kubu Raya sampai dengan Tahun 2021 berikut disampaikan
kondisi sumber daya manusia (SDM) Aparatur Bakesbangpol

sebagaimana terdapat pada Tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
SUMBER DAYA APARATUR BAKESBANGPOL KABUPATEN KUBU RAYA
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2021

JUMLAH
NO. TINGKAT PENDIDIKAN

Orang %
(1) (2) (3) (4)
1. S-2 5 29,41
2. S-1 9 52,94
3. Diploma 0 0
4. SLTA 3 17,65

Jumlah 17 100

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Bakesbangpol Kab.Kubu Raya, 2021
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— Berdasarkan Tabel 2.1. tersebut, diketahui bahwa sebagian besar
tingkat pendidikan Aparatur Bakesbangpol Kabupaten Kubu Raya adalah
Sarjana (S1) sebanyak 9 orang atau 52,94% dan yang berpendidikan S2
(Pascasarjana) sebanyak 5 orang atau 29,41%. Jadi secara umum
sumberdaya aparatur Bakesbangpol Kabupaten Kubu Raya dilihat dari
tingkat pendidikan sangat baik.

Untuk melihat kondisi sumberdaya aparatur Bakesbangpol
Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat
pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2

SUMBER DAYA APARATUR BAKESBANGPOL KABUPATEN KUBU RAYA
BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN TAHUN 2022

1. Pembina S 29,41
2. Penata 9 52,94
3. Pengatur 3 17,65
4, Juru - 0

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Bakesbangpol Kab.Kubu Raya,
2022

Berdasarkan Tabel 2.2 tersebut, diketahui bahwa secara umum
sumberdaya aparatur Bakesbangpol Kabupaten Kubu Raya berdasarkan
pangkat/golongan adalah sebagian besar berpangkat Penata sebanyak 9

orang atau 52,94% dan Pembina sebanyak 6 orang atau 29,41%.
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Selanjutnya sumberdaya aparatur Bakesbangpol Kabupaten Kubu
Raya berdasarkan eselonering, dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai
berikut :

Tabel 2.3
SUMBER DAYA APARATUR BAKESBANGPOL KABUPATEN KUBU RAYA
BERDASARKAN ESELON TAHUN 2020

NO. ESELON JUMLAH

(1) (2) (3)
1. II.b 1 orang
2. [I.a 1 orang
3. II.b 3 orang
4. IV.a 8 orang
5. Pelaksana 5 orang
Jumlah 17 orang

Sumber SuSumSuSumber: Daftar Urut Kepangkatan Bakesbangpol
Kab.Kubu Raya, 2020

Dari Tabel 2.3 di atas menunjukkan bahwa untuk eselon II.b atau
Kepala Bakesbangpol sudah terisi, sedangkan eselon Ill.a, IlIl.b dan [V.a
sudah terisi lengkap. Pejabat eselon IV rata-rata belum memiliki staf.

Untuk lebih jelas Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bakesbangpol
Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada Gambar berikut :
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RENSTRA Perubahan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya

Tahun 2019-2024

KEPALA BADAN

"1 SEKRETARIAT

)
SUB BAGIAN TATA USAHA,

REPEGAWATAN, PERCENGRAPAN DUAN
UMUM

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BIDANG IDEOLOGI

WAWASAN,KEBANGSAAAN DAN
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,
BUDAYA DAN AGAMA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG PCLLITIK DALAM

NEGERI DAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

UNIT PELAKSANA

(UPTD)

‘,

BIDANG KEWlASPADAAN

NASIONAL DAN PENAGANAN
KONFLIK

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
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Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

Tabel 2.4

Kabupaten Kubu Raya

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

RENSTRA Perubahan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya

Tahun 2019-2024

No. Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
PEMBERDAYAAN DAN
1 | PENGAWASAN ORGANISASI Kubu Raya
KEMASYARAKATAN
Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Kubu R
Pemberdayaan dan Pengawasan ubl kaya
Organisasi Kemasyarakatan
Pelaksanaan Koordinasi dibidang BADAN
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan KOMUNIKASI
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Jumlgh Qrang yang - PEMUDA REMAJA
Sengketa Ormas, Pengawasan M.englkutl Koordinasi di 20.000.000 MASJID INDONESIA
Ormas dan Ormas Asing di Daerah Bidang Pendaftaran KABUPATEN KUBU
Ormas, Pemberdayaan
Kubu Raya . RAYA
Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas DPD. KOMITE
Pengawasan Ormas dan ’ NASIONAL PEMUDA
25.000.000 INDONESIA (KNPI)

Ormas Asing di Daerah

KABUPATEN KUBU
RAYA

Halaman 19



RENSTRA Perubahan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya

Tahun 2019-2024

50.000.000

DPD. MAJELIS
ADAT BUDAYA
TIONGHOA (MABT)
KABUPATEN KUBU
RAYA

25.000.000

MAJELIS AGAMA
KHONGHUCU
INDONESIA (MAKIN)
KABUPATEN KUBU
RAYA

100.000.000

PENGURUS
CABANG
NAHDLATUL
ULAMA
KABUPATEN KUBU
RAYA
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RENSTRA Perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

Sumber Daya Keuangan Bakesbangpol

Seluruh pembiayaan belanja Bakesbangpol Kabupaten Kubu
Raya dibiayai oleh APBD Kabupaten Kubu Raya sebagaimana
tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor
11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 11), tanggal 17 Desember
2018, dan penjabarannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kubu
Raya Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya
Tahun Anggaran 2019

Tabel 2.5
PERSENTASE PERBANDINGAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
BAKESBANGPOL TERHADAP BELANJA LANGSUNG KABUPATEN

KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2009-2021

BELANJA BELANJA LANGSUNG
TAHUN LANGSUNG KABUPATEN KUBU %
BAKESBANGPOL RAYA
2009 380.794.668,00 200.411.969.048,00 0,19
2010 569.380.671,00 346.676.797.175,00 0,16
2011 694.171.824,00 435.169.407.010,00 0,16
2012 572.463.727,00 456.261.069.328,00 0,13
2013 721.948.884,00 510.939.529.812,00 0,14
2014 831.934.388,00 602.715.059.545,24 0,14
2015 574.219.355,00 650.450.278.729,00 0,09
2016 620.298.600,00 587.940.281.300,13 0,11
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RENSTRA Perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

BELANJA BELANJA LANGSUNG
TAHUN LANGSUNG KABUPATEN KUBU %
BAKESBANGPOL RAYA

2017 1.069.761.650,00 72'7.246.082.380,00 0,15
2018 955.809.000,00 773.403.156.678,00 0,12
2019 1.065.139.650,00 879.757.007.138,55 0,12
2020 726.075.200,00

2021 6.239.715.017,00

Sumber : Data Keuangan Bakesbangpol Kabupaten Kubu Raya Tahun
2009-2021

Sarana dan Prasarana Bakesbangpol

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol
Kabupaten Kubu Raya didukung sarana dan prasana. Dari sisi sarana
dan prasarana, saat ini masih perlu ditingkatkan baik kuantitas
maupun kualitasnya. Berikut daftar sarana dan prasarana
Bakesbangpol Kabupaten Kubu Raya yang tersedia sampai dengan

Tahun 2021 seperti pada Tabel 2.6 sebagai berikut:

Tabel 2.6

DAFTAR INVENTARIS KANTOR BAKESBANGPOL TAHUN 2021

Daftar Inventaris Badan

No Jenis Barang Jumlah Barang

Sepeda Motor

Lemari Besi

Filling Besi

Mesin Absensi

Band Kas

= =] = W D

Lemari Kaca

NS O g1 A W N -

—| W

Proyektor+attachment
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RENSTRA Perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

No Jenis Barang Jumlah Barang

Printer 8

Meja Kerja Pejabat Eselon III 1

10 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV

—_

11 | Kursi Kerja Kayu 7
12 | Kursi Tamu 1
13 | Kursi Putar 9
14 | Meja Komputer 1
15 | Camera Film 1
16 | Pesawat Telephon 8
17 | Facsimile 1
18 | Laptop S
19 | AC unit 4
20 | Jenset 1
21 | PC 3

Sumber : Data Aset Bakesbangpol Kab. Kubu Raya, 2021

2.3.

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Esensi kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan suatu
gambaran mengenai peran identitas dalam suatu lingkup organisasi
secara luas. Gambaran pelayanan Bakesbangpol didasarkan pada
kewenangan Bakesbangpol dalam melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang ideologi
dan kewaspadaan nasional, bidang ketahanan bangsa, serta bidang
politik dalam negeri.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol Kabupaten
Kubu Raya berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 59 Tahun
2021 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Bakesbangpol Kabupaten Kubu Raya, bahwa
Bakesbangpol Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu Satuan
Perangkat Daerah Penunjang yang bertanggungjawab di bidang bidang
ideologi dan kewaspadaan nasional, bidang ketahanan bangsa, serta
bidang politik dalam negeri. Selain menjaga kondusifitas wilayah, Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya juga memiliki fungsi
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RENSTRA Perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

“penetapan kebijakan operasional di bidang ketahanan ideologi negara,
wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan
penghargaan kebangsaan”. Penguatan wasasan kebangsaan yang
diartikan sebagai cara pandang Bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan
ipoleksosbudhankam  mutlak  dibutuhkan  untuk  memelihara
kondusivitas wilayah dan menjaga keutuhan NKRI.

NKRI memiliki bentuk negara demokrasi dimana pemerintahan
dibentuk dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem negara
demokrasi juga menjamin hak- hak warga negaranya untuk
mengeluarkan pendapat. Secara lebih khusus, hal itu diatur dalam pasal
28 UUD 1945 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul,
mengeluarkan pikiran dengan lisan tulisan dan sebagainya ditetapkan
dengan undang-undang’. Sebagai wujud pengaplikasian pasal tersebut
adalah diterbitkannya UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan. Organisasi Kemasyarakatan, yang selanjutnya disebut
ormas, adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat
secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan,
kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk Dberpartisipasi dalam
pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila. “Partisipasi dalam
pembangunan” itulah yang ditekankan dalam memfasilitasi kegiatan
ormas, agar kegiatan ormas memberikan manfaat bagi masyarakat,
bangsa, dan negara. Oleh karena itu, fasilitasi Ormas yang dilakukan oleh
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya diarahkan
untuk meningkatkan kemanfaatan ormas. Jumlah ormas yang
keberadaannya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara, yaitu
organisasi kemasyarakatan yang menyediakan produk- produk
pelayanan publik, memang jumlahnya kian meningkat namun hal itu
tetap harus ditingkatkan lagi mengingat kebebasan berdomkrasi juga
berpotensi memunculkan ormas yang meresahkan masyarakat maupun
ormas-ormas radikal.

Dalam konteks tersebut Badan Kesatuan Bangsa terus melakukan
pembinaan, meningkatkan kwalitas kinerja dan dituntut mampu
melaksanakan tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik

sesuai dengan Undang-Undang dan Pancasila, sebagai berikut :
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RENSTRA Perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

1. Sebagai fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Pembauran
Kebangsaan (FPK) dalam melaksanakan kegiatan di 9 Kecamatan
Kabupaten Kubu Raya .

2. Sebagai pelaksana kegiatan Seminar Wawasan Kebangsaan dan
Implementasi Penyuluhan Bela Negara.

3. Melakukan monitoring Organisasi Masyarakat (ORMAS) dan
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Wilayah Kabupaten Kubu
Raya.

4. Tersalurnya bantuan keuangan kepada partai politik yang memiliki
kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kubu
Raya sesuai prosedur dan ketentuan berlaku.

5. Terlaksananya pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah
(PEMILUKADA) secara langsung dan damai.

6. Sebagai pelaksana pembinaan Sosialisasi Undang-Undang
Pemilihan Umum (PEMILU) kepada masyarakat.

7. Sebagai fasilitasi Pembinaan terhadap Partai Politik (PARPOL).

8. Sebagai fasilitasi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan
Instansi Vertikal seperti POLRI, TNI, KEJAKSAAN, BANK BPD,
IMIGRASI, ANGKASAPURA dan BIN melalui Rapat Komunitas
Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Kubu Raya dalam rangka
pencegahan dini untuk mengantisipasi terjadinya konflik di Wilayah

Kabupaten Kubu Raya.

Melakukan pembinaan P4GN (Pencegahan, Penyalahgunaan
Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkotika) terhadap masyarakat
disemua kalangan. Untuk mengetahui pencapaian kinerja pelayanan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya 2014-2019
dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut :
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Tabel 2.7

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAKESBANGPOL KABUPATEN KUBU RAYA

RENSTRA Perubahan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya

Tahun 2019-2024

Indikator Target Renstra Perangkat DaerahTahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Tahun
No Kinerja Target | Target Target
Sesuai NSPK IKK Indikator
Tupoksi Lainnya
Perangkat 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
daerah
(1) @) “4) ) (6) (7) 8 (&) (10) (11 (12) (13) | (14) (19) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23 | (29
1
Jumlah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pembinaan 100% Kegia- Kegi | Kegia- | Kegia- | Kegia- | Kegi | Kegia- | Kegi | Kegia | Kegia- | Kegia- | Kegia- | Kegia- | Kegia | Kegia- | Kegia- | Kegia- | Kegi | Kegi
Terhadap i tan di a- tan. tan. tan. a- tan. a- -tan. tan. tan. tan. tan. - tan. tan. tan. tan. a- a-
Wawasan Kab. tan. tan. tan. tan tan
Kebangsaan.
2
Jumlah 9 Kec. 1 1 9 Kec. | 9 Kec. 9 1 1 1 9 Kec. | 9 Kec. | 9 Kec. 1 1 1 9 Kec. | 9 Kec. 9 1
Pembinaan 100% di Kegi | Kegia- Kec. | Kegia- | Kegi | Kegia Kegia- | Kegia | Kegia- Kec. Kegi
Politik dan 9 Kec. a- tan di tan di a- -tan tan di -tan tan di a-tan
Peserta - tan Kab. Kab. tan di Kab. di Kab. di
Pemilihan di di Kab. Kab. Kab.
Umum Kab. Kab.
(PEMILU) se
Kabupaten.
3
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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RENSTRA Perubahan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya

Tahun 2019-2024

Jumlah

100%

Kegia- 1 1 Kegia- | Kegi 1 Kegi | Kegia | Kegia- | Kegia- | Kegia- | Kegia- | Kegia | Kegia- | Kegia- | Kegia- | Kegi | Kegi
Pembinaan tan di Kegi | Kegia- | Kegia- tan. a- Kegia- a- - tan. tan. tan. tan. tan. -tan. tan. tan. tan. a- a-
Terhadap Kab. a- tan. tan tan. tan. tan. tan. tan.
Kewaspadaan tan.
Dini/Daerah.
Meningkatnya 29
Kualitas 100% Kegia- 100 100 100 100 100 100

0 g 100% | 100% | 100% 100% 100% | 100% 100% 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
% % % % % %

Pelayanan tan.
Publik.
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RENSTRA Perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

Di sisi lain, Badan Kesatuan Bangsa terus melakukan pembinaan,
meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, melaksanakan tugas dan
fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan Undang-
Undang dan Pancasila untuk meningkatkan pelayanan Perangkat
Daerah, antara lain adalah :

a. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat untuk turut menjaga
dan memelihara kondusivitas wilayah, misalnya melalui
pemberdayaan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat);

b. Menyusun database kerawanan sosial untuk mengurangi potensi
kerawanan sosial melalui peningkatan upaya preventif dan pre-entif;

c. Meningkatkan pemahaman mengenai wawasan kebangsaan untuk
menurunkan potensi konflik yang berbasis SARA (Suku, Agama, Ras,
dan Antar Golongan);

d. Meningkatkan kedewasaan masyarakat dalam berpolitik untuk
menurunkan angka konflik politik serta mewujudkan pemilihan
umum maupun pemilihan kepala daerah yang berkualitas dengan

mengarahkan pemilih menjadi pemilih yang cerdas dan rasional.
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Tabel 2.8
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BAKESBANGPOL KABUPATEN KUBU RAYA

RENSTRA Perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya

Tahun 2019-2024

Rata-Rata
Anggaran Pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-
No Uraian Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
(1) 2) @) (4) ) (6) (7) @®) ©) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
5 BELANJA. 1.325.356.948 1.473.517.973 2.098.564.950 1.593.529.240 1.779.358.977 5.467.989.361 4.966.687.897 7.243.136.294 10.041.518.972 1.871.070.285 83,85% 91,50% 95,09% 100% 100%
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG. 751.137.593 853.219.373 1.028.803.300 637.720.240 714.219.327 640.990.132 2.327.456.272 2.949.881.000 3.182.346.400 805.930.635 96,86% 91,39% 100% 100% 100%
5.1.1 Belanja Pegawai. 751.137.593 853.219.373 1.028.803.300 637.720.240 714.219.327 2.321.879.778 2.327.456.272 2.949.881.000 3.182.346.400 805.930.635 96,86% 91,39% 100% 100% 100%
5.2 BELANJA LANGSUNG. 574.219.355 620.298.600 1.069.761.650 955.809.000 1.065.139.650 1.191.604.140 2.639.231.625 4.293.255.294 6.859.172.572 1.065.139.650 76,28% 91,59% 91,99% 100% 100%
1.19 Program Pelayanan Administrasi
Perk 195.923.955 203.450.000 316.084.000 282.603.700 372.080.018 409.983.953 356.852.573 428.316.419 340.499.176 372.080.018 84,28% 82,31% 86,74% 100% 100%
erkantoran.
1.19. Penyediaan jasa surat-menyurat. 39.620.000 40.000.000 46.298.100 49.200.000 49.200.000 39.620.000 39.780.000 46.238.100 5.878.922 49.200.000 100% 100% 99.96% 100% 100%
1.19. Penyediaan jasa  administrasi
K 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.880.000 3.000.000 6.200.000 3.000.000 99.50% 100% 100% 100% 100%
euangan.
1.19. Penyediaan alat tulis kantor. 15.000.000 15.000.000 21.037.150 23.024.600 23.024.600 14.900.000 14.920.500 26.100.000 26.100.000 23.024.600 99.33% 99.47% 100% 100% 100%
1.19. Penyediaan barang cetakan dan
da 6.000.000 6.000.000 3.168.000 2.589.000 2.589.000 5.888.900 4.496.000 3.147.400 26.198.200 2.589.000 98.15% 100% 99% 100% 100%
penggandaan.
1.19. Penyediaan bahan bacaan dan
4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 3.430.000 3.324.000 3.520.000 19.799.850 4.000.000 85.75% 83.10% 88% 100% 100%
peraturan Perundang-undangan.
1.19. Penyediaan makan dan minum. 10,000.000 10,000.000 9.900.000 7.800.000 7.800.000 10.000.000 5.000.000 9.400.000 15.000.200 7.800.000 100% 100% 95% 100% 100%
1.19. Rapat-rapat  koordinasi dan
N s keluar d h 73.303.955 77.450.000 106.840.000 141.220.000 141.220.000 73.303.955 42.626.000 88.258.700 7.190.253 141.220.000 100% 84.19% 82.61% 100% 100%
onsultasi keluar daerah.
1.19. Rapat-rapat koordinasi dan
. 30.000.000 33.000.000 39.785.000 24.792.000 24.792.000 30.000.000 24.739.500 32.066.000 17.734.925 24.792.000 100% 100% 81% 100% 100%
konsultasi kedalam daerah.
1.19. Penyediaan alat dan bahan
5.000.000 5.000.000 51.725.400 975.400 975.400 4.758.500 5.000.000 - 141.496.700 975.400 95.17% 100% - 100% 100%
kebersihan kantor.
1.19. Penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) 10.000.000 10.000.000 3.437.650 2.602.700 2.602.700 5.700.000 4.625.000 3.029.650 74.900.126 2.602.700 57.00% 82.59% 88.13% 100% 100%
1.19 Program Peningkatan Sarana
dan P A 79.945.000 123.975.000 181.936.000 105.650.850 70.640.451 195.334.300 212.269.400 355.128.900 76.461.000 70.640.451 90,11% 95,79% 93,91% 100% 100%
an Prasarana Aparatur.
1.19. Pengadaan kendaraan
dinas/operasional. 16.678.000 - 28.000.000 - - - - 25.304.000 76.461.000 - - - 91% 100% 100%
1.19. Pengadaan perlengkapan gedung
X 5.000.000 7.500.000 15.000.000 - - 5.000.000 7.500.000 14.500.000 10.000.000 - 100% 100% 97% 100% 100%
antor.
1.19. Pengadaan peralatan  gedung
Kkantor. 16.475.000 11.475.000 33.005.400 - - 15.000.000 11.000.000 24.000.000 51.535.000 - 91.05% 95.86% 73% 100% 100%
1.19. Pengadaan mebeleur. 5.000.000 - 41.200.000 - - 5.000.000 - 41.200.000 4.986.000 - - 99,63% 99,70% 100% 100%
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RENSTRA Perubahan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya

Tahun 2019-2024

pengelolaan  keuangan  SKPD

.19. Pemeliharaan rutin /berkala
d Kkanto 4.000.000 5.000.000 5.000.000 8.824.000 8.824.000 4.000.000 2.500.000 9.955.000 9.940.000 8.824.000 100% 100% 100% 100% 100%
gedung kantor.
.19. Pemeliharaan rutin /berkala
kenda di / . L 10.792.000 10.000.000 9.320.000 9.178.850 9.178.850 10.786.100 6.375.546 259.975.000 - 9.178.850 99.95% 98.36% 92,72% 100% 100%
endaraan dinas/operasional.
.19. Pemeliharaan rutin /berkala
« 4.000.000 5.000.000 5.000.000 4.648.000 4.648.000 4.000.000 4.991.000 5.000.000 - 4.648.000 100% 100% 100% 100% 100%
omputer.
.19. Pemeliharaan Tistrik dan
bahan d 18. 000.000 20.000.000 23.400.000 - 23.400.000 10.538.458 8.822.787 12.942.521 - 23.400.000 55% 73.52% - 100% 100%
penambahan daya.
.19. Pengadaan sewa gedung kantor. - 65.000.000 80.000.000 83.000.000 83.000.000 50.000.000 65.000.000 80.000.000 83.000.000 100% 100% 100% 100% 100%
.19 Program Peningkatan Disiplin
A e 6.980.000 18.051.000 - - - 7.040.000 17.238.000 - 47.750.000 - 96,97% 95,50% - 100% 100%
paratur.
.19. Pengadaan pakaian dinas beserta
5.000.000 7.020.000 - - - 5.000.000 7.020.000 - 47.750.000 - 100% 100% - 100% 100%
perlengkapannya.
.19. Pengadaan pakaian olahraga. 1.980.000 - - - - 1.760.000 - - - - 88.89% - - 100% 100% - -
.19. Pengadaan pakaian khusus hari-
hari Jbatik - 1.998.000 - - - - 1,998.000 - - 100% 100% 100%
ari tertentu/batk.
.19 Program Peningkatan Kapasitas
b 33.000.000 33.000.000 40.628.100 - - 69.817.150 43.133.586 91.233.100 36.569.730 - 59,81% 67,20% 99,78% 100% 100%
Sumber Daya Aparatur.
.19. Bimbingan teknis implementasi
28.000.000 28.000.000 - - - 27.888.200 - - 25.426.150 - 99.60% - - 100% 100%
peraturan perundang-undangan.
.19. Penyusunan evaluasi jabatan
(EVAJAB) SKPD 5.000.000 5.000.000 4.029.150 5.638.000 - 4.000.000 2.228.000 4.029.150 5.638.000 - 80.00% 89.12% 83% 100% 100%
.19. Penyusunan analisis jabatan
(ANJAB) SKPD - - 3.240.950 - - - 2.934.950 - - - 91% 100% 100%
.19. Diklat Intelijen Dasar, Lanjutan
dan Tim Fasilitasi Pembauran - - 32.560.000 - - 7.717.600 - - 24% 100% 100%
Kebangsaan dan Diklat Keuangan.
.19 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan 52.500.000 40.000.000 32.000.000 34.515.900 - - - 5.505.600 5.505.580 - - - 99,35% 100% 100% - -
Capaian Kinerja dan Keuangan.
.19. Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi 7.500.000 10.000.000 3.348.350 20.230.900 20.230.900 6.590.000 5.546.000 3.042.350 - 20.230.900 87.87% 95.62% 91% 100% 100% - -
kinerja SKPD.
.19. Penyusunan pelaporan keuangan
" 10.000.000 10.000.000 3.669.500 3.125.400 3.125.400 6.000.000 2.450.000 2.934.950 - 3.125.400 60.00% 100% 80% 100% 100% - -
semesteran.
.19. Penyusunan pelaporan keuangan
b b 20.000.000 10.000.000 5.437.200 3.602.900 3.602.900 20.000.000 2.000.000 4.435.200 34.964.399 3.602.900 100% 100% 82% 100% 100%
akhir tahun.
.19. Penyusunan LPPD SKPD. 15.000.000 10.000.000 3.445.000 2.740.400 2.740.000 10.499.800 2.000.000 3.139.000 7.785.051 2.740.000 100% 100% 91% 100% 100%
.19, Penyusunan Rencana Kerja RKA,
4 - - 8.442.300 4.816.300 4.816.300 - - 7.362.300 4.816.300 - - 87% 100% 100%
DPA dan DPPA.
.19 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan - 25.800.000 24.417.000 32.149.900 100% 100% 100%
Keuangan Daerah.
.19. Peningkatan kapasitas
- 17.000.000 17.540.000 19.500.000 19.500.000 - 8.410.000 17.540.000 19.500.000 - 98.40% 79% 100% 100%
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Tahun 2019-2024

(Implementasi SAP Berbasis

Akural).

Fasilitasi  penataan/pengelolaan

aset pada SKPD.

10.000.000

8.800.000

3.924.050

2.899.900

9.750.000

7.002.000

3.924.050

9.750.000

70.02%

100%

100%

Teknis
Pengelolaan Aset

Bimbingan Manajemen

9.750.000

100%

100%

Program Pengembangan

Wawasan Kebangsaan.

9.750.000

3.475.309

7.861.650

7.710.450

4.386.000

4.256.981

3.475.309

52,41%

100,00%

94,20%

100%

100%

.19.

Pemantauan orang asing.

9.750.000

9.750.000

6.652.462

88,73%

100%

100%

.19

Program Kemitraan

Pengembangan Wawasan

Kebangsaan.

96.915.000

59.000.000

141.824.400

6.752.350

68,60%

100%

100%

Fasilitasi koordinasi peran dan
fungsi Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB)

Kubu Raya.

Kabupaten

81.715.000

41.000.000

55.813.350

57.728.900

57.728.900

65.828.550

24.940.000

54.139.250

871.381.630

57.728.900

80.56%

96,03%

97%

100%

100%

UP dating data
Masyarakat/Lemabaga
Masyarakat (ORMAS /LSM).

Organisasi

Swadaya

1.000.000

3.000.000

3.233.700

2.350.500

2.350.500

1.000.000

3.000.000

3.233.700

53.906.250

2.350.500

100%

100%

100%

100%

100%

Fasilitasi
Kebangsaan  (FPK)

Forum Pembauran
Kabupaten

Kubu Raya.

14.200.000

15,000,000

22.469.200

35.136.500

35.136.500

9.795.200

15.000.000

19.139.150

123.426.950

35.136.500

85%

100%

85%

100%

100%

Pengiriman Calon Peserta

Pendidikan Bela Negara.

19.060.000

100%

100%

.19.

Seminar Wawasan Kebangsaan.

100.000.000

34.528.000

34.528.000

91.005.550

34.528.000

91%

100%

100%

.19.

Implementasi Penyuluhan Bela

Negara.

12.080.500

12.080.500

12.080.500

100%

100%

Pendidikan
Masyarakat.

Program Politik

48.260.000

56.675.050

166.259.700

202.530.800

101.151.350

77.944.750

108.587.100

105.602.643

79,41%

90,13%

88,47%

100%

100%

.19.

-

Penyuluhan kepada masyarakat.

14.660.400

14.925.050

130.936.400

126.335.000

126.335.000

14.660.400

14.765.050

127.276.500

15.548.817

126.335.000

100%

98.93%

97%

100%

100%

.19,

Fasilitasi penyelesaian

perselisihan Partai Politik.

10.000.000

17.500.000

100%

100% - -

Pemuktahiran

Politik.

database Partai

13.600.000

5.500.000

3.109.500

12.400.000

5.450.000

2.650.500

126.702.300

91.18%

99.09%

85%

100%

100% - -

Fasilitasi bantuan keuangan Partai
Politik dan bantuan social kepada
Organisasi Masyarakat dan
Lembaga Swadaya Masyarakat

(ORMAS /LSM).

10.000.000

13.750.000

8.383.000

8.851.000

8.851.000

9.807.000

8.383.000

61.419.450

8.851.000

98.07%

100%

100%

100% - -

Fasilitasi pembinaan

Partai Politik.

kepada

10.000.000

5.000.000

23.831.800

11.693.000

11.693.000

9.880.000

5.000.000

12.007.800

11.693.000

98.80%

50%

100%

100%

.19.

Posko Pemilihan Umum (PEMILU).

40.557.800

40.557.800

40.557.800

100%

100%

.19.

Sosialisasi Perijinan Reklame non

komersil.

15.094.000

15.094.000

15.094.000

100%

100%
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RENSTRA Perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah.

7.500.000

6.727.100

5.158.900

5.158.900

50.375.000

5.158.900

100%

100%

Penyusunan Rencana Strategis
(RENSTRA) SKPD.

3.306.500

2.627.200

2.627.200

3.003.500

2.627.200

91%

100%

100%

Sistem Informasi Perencanaan
Monitoring, Evaluasi

Pembangunan.

7.500.000

7.500.000

3.420.600

2.531.700

2.531.700

2.924.000

3.216.000

2.531.700

77.97%

94%

100%

100%

Program Pemberdayaan

Kelembagaan Keseja hteraan

Sosial.

7.500.000

7.500.000

7.297.900

7.214.500

7.214.500

11.958.000

7.214.500

100%

100%

Monitoring dan evaluasi bantuan

sosial kemasyarakatan.

7.500.000

7.500.000

7.297.900

7.214.500

7.214.500

5.246.000

5.905.900

7.214.500

69.95%

81%

100%

100%

Program

Dini/Daerah.

Kewaspadaan

25.945.000

54.380.550

109.372.300

114.203.000

114.203.000

18.254.600

15.126.100

114.203.000

95,69%

99,67%

100%

100%

Fasilitasi peningkatan peran dan
fungsi Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM) Kabupaten
Kubu Raya.

13.755.000

13.755.000

13.662.600

17.701.000

17.701.000

13.755.000

12.650.600

17.701.000

100%

93%

100%

100%

Penanganan konflik sosial

masyarakat.

14.841.000

35.249.000

11.811.000

11.811.000

10.500.000

11.811.000

30%

100%

100%

Pembinaan ketertiban

masyarakat.

14.750.000

13.109.200

14.841.000

12.097.200

100%

92%

100%

100%

Fasilitasi peningkatan peran dan
fungsi Forum Komunitas Intelijen
Daerah (KOMINDA) Kab. Kubu
Raya.

47.351.500

49.475.000

49.475.000

41.576.500

49.475.000

88%

100%

100%

.19.

Pemantauan orang asing.

13.760.000

100%

100%

.19.

Fasilitasi dan pencegahan

narkoba.

12.115.550

17.578.000

17.578.000

100%

100%

Implementasi Gerakan Revolusi

Mental.

17.638.000

17.638.000

17.638.000

100%

100%

Program Pembinaan dan

Pengembangan Kelembagaan,
Ketatalaksanaan dan Aparatur

Pemerintah Daerah.

14.628.600

29.957.050

29.957.050

12.429.600

29.957.050

100%

100%

.19.

Penyusunan Database E-Formasi

3.394.350

20.153.350

20.153.350

2.986.350

20.153.350

88%

100%

100%

.19,

Penyusunan Standar Kompetensi

Jabatan (SKJ).

3.700.950

2.147.400

2.147.400

3.004.950

2.147.400

81%

100%

100%

Peningkatan kualitas pelayanan
publik.

3.604.350

2.719.900

2.719.900

3.181.350

2.719.900

88%

100%

100%

.19,

Penyusunan Standard Pelayanan.

3.928.950

2.263.000

2.263.000

3.256.950

2.263.000

83%

100%

100%

.19.

)

Penyusunan  Survei
Masyarakat (SKM).

Kepuasan

2.673.400

2.673.400

2.673.400

100%

100%
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2.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bakesbangpol

Dinamika perkembangan Kabupaten Kubu Raya yang pesat
dengan kemajemukan masyarakat akan berdampak pada perubahan
sosial di masyarakat. Di sisi lain, peningkatan jumlah penduduk yang
tidak seimbang dengan ketersediaan fasilitas akan berdampak negatif
seperti bertambahnya tingkat pengangguran, meningkatnya angka
kemiskinan serta memacu peningkatan kejadian kriminalitas
merupakan tantangan tersendiri untuk mewujudkan kondusivitas
Kabupaten Kubu Raya.

Di sisi lain, terdapat peluang-peluang yang dapat diberdayakan
untuk meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, antara lain :

a. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat untuk turut
menjaga dan memelihara kondusivitas wilayah, misalnya melalui
pemberdayaan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat);

b. Menyusun database kerawanan sosial untuk mengurangi potensi
kerawanan sosial melalui peningkatan upaya preventif dan pre-
entif;

c. Meningkatkan pemahaman mengenai wawasan kebangsaan untuk
menurunkan potensi konflik yang berbasis SARA (Suku, Agama,
Ras, dan Antar Golongan);

d. Meningkatkan kedewasaan masyarakat dalam berpolitik untuk
menurunkan angka konflik politik serta mewujudkan pemilihan
umum maupun pemilihan kepala daerah yang berkualitas dengan

mengarahkan pemilih menjadi pemilih yang cerdas dan rasional.
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BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1.Identifikasi Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas Dan

Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten
Kubu Raya

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan pada
urusan kesatuan bangsa dan politik. beberapa permasalahan yang dapat
diidentifikasi pada setiap bidang sesuai dengan tupoksi tersebut adalah
sebagai berikut :

Tabel 3.1
Permetaan Permaslahan untuk Penentuan Prioritas dan

Sasaran Pembangunan Daerah

No. | Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
(1) (2) (3) (4)
Bidang Ideologi | rasa berbangsa dan Munculnya
1 | dan Ketahanan | bernegara makin budaya-budaya
Bangsa “memudar” asing.

Makin menurunnya
. . Kurangnva
moral dari generasi
kesadaran akan
muda khususnya dan
kesatuan bangsa.
masyarakat umumnya

Sikap dan tindak tanduk
) Intoleransi yang
masyarakat sudah jauh
terus meningkat
dari nilai-nilai yang
dan paham-paham
terkandung dalam
) yang salah.
Pancasila

Dengan adanya Adanya Otonomi

otonomi daerah apalagi | yang memberikan

otonomi beban yang berat
pendidikan untuk persatuan
melemahkan rasa bangsa
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Persatuan Dan Kesatuan

Bangsa

Kurangnya dukungan Dukungan yang di

dan kebijakan buat belum cukup
pemerintah untuk untuk
peningkatan Moral meningkatkan
Bangsa moral bangsa
Organisasi
kesadaran masyarakat Ketidaktahuan
Masyarakat
2 mendaftarkan ORMAS tentan pendaftaran
dan Lembaga
dan LSM ORMAS dan LSM

Sosial

Belum Terhimpun
Seluruh data ORMAS

dan LSM di Kabupaten

Terdapat ORMAS
dan LSM yang

belum mendaftar
Kubu Raya

Belum Maksimal

Pelaksanaan Monev
Kurangnya dana

Hibah untuk
ORMAS dan LSM.

Terhadap Keberadaan
ORMAS, PARPOL dan
LSM di Kabupaten Kubu
Raya
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No. | Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
(1) (2) (3) (4)
Karakteristik daerah
yang dibangun dalam
kondisi yang masih
Kewaspadaan terbatas yang Kondisi medan ke
Dan berpotensi setiap daerah
3 Penanganan menimbulkan masih sulit di
Konflik kerawanan sosial, akses
politik dan kewilayahan
serta rawan akan
konflik
Masih lemahnya
koordinasi antar Sulitnya
lembaga sektoral di koordinasi antar
Bidang Kewaspadaan bidang
Dini
Masih terbatasnya
Bidang Politik pendidikan politik pada Kur.an.gny.a
4 Dalam Negeri masyarakat dan sosialisasi untul
generasi muda pendidikan politik
Belum terlaksananya Kurangnya dana
Sosialisasi UU Nomor 8 | anggaran untuk
Tahun 2012 Tentang melaksanakan
Pemilihan DPR, DPRD sosialisasi UU
PROPINSI, DPRD. dan Nomor 8 Tahun
sesuai Pasal 150 2012 tentang
Pemerintah Daerah pemilihan DPR,
wajib memfasilitasi DPRD Provinsi,
Pemilu DPRD
Belum terpenuhinya Kurangnya
. Masalah Yang kebutuhan ideal sumber | Pegawai di Badan

Bersifat Internal

daya manusia di badan

kesatuan bangsa dan

Kesatuan Bangsa

dan Politk
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politik kota gunungsitoli
baik secara kuantitas

maupun kualitas.

Masih belum

terpenuhinya secara

ideal sarana dan Kebutuhan Sarana
prasarana dalam dan Prasarana
menunjang aktivitas masih kurang

pekerjaan. hal tersebut | untuk melakukan
akan berdampak kepada | aktifitas pekerjaan
kecepatan penyelesaian

tugas

Belum maksimalnya
tugas-tugas internal. hal

ini dipengaruhi oleh
Standar dan
standar dan pedoman

) i ) Pendoman kerja
kerja yang relatif masih

yang relatif
terbatas, adanya

o .| terbatas
tumpang tindih tupoksi
dan program / kegiatan

dengan SKPD lainnya

3.2.Telahan Visi, Misi, dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Visi adalah
rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode
perencanaan. Dengan adanya Visi, maka segala sumber daya dapat
dipergunakan secara terarah dengan prinsip efisiensi, efektivitas dan
keberlangsungan hidup/berwawasan kelestarian lingkungan
(sustainable) guna mewujudkan kondisi akhir yang diinginkan bersama
melalui serangkaian tahapan kegiatan. Oleh karena itu, Visi
pembangunan suatu daerah berfungsi sebagai:

1. Arah bagi semua kebijakan pembangunan;
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2. Tuyjuan dan sasaran akhir yang akan dicapai dalam kebijakan
pembangunan;

Acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan;

Sarana untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

kebijakan pembangunan.

Penentuan isi pembangunan dan strategi pencapaiannya adalah
sangat penting agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan
arah dan kebijakan yang jelas. Oleh karena itu dalam rangka menjawab
permasalahan dan isu strategis daerah ke depan, maka Visi
pembangunan Kabupaten Kubu Raya yang ingin diwujudkan pada

periode 2019-2024 adalah:

TERWUJUDNYA KABUPATEN KUBU RAYA YANG BAHAGIA,
BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKUALITAS, DAN RELIGIUS

Dalam Visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang
Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius” terkandung
5 (lima) kata kunci. Penjabaran kelima kata kunci tersebut adalah :
1.Bahagia; adalah kondisi yang menggambarkan kepuasan, sikap

optimis, dan harapan masa depan masyarakat Kabupaten Kubu Raya
terhadap:
a. Peningkatan derajat kesehatan
b. Peningkatan derajat pendidikan
c. Pekerjaan yang memadai
d. Pendapatan rumah tangga yang memadai
Ketersediaan waktu luang
Keharmonisan hubungan sosial

Kondisi rumah dan hunian yang layak

>R

Lingkungan hidup yang berkualitas

[

Keamanan yang kondusif

2. Bermartabat; adalah kondisi yang menggambarkan meningkatnya
harga diri masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang ditandai adanya:
a. Peningkatan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan pokok

(sandang, pangan, dan papan)
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b. Peningkatan kehidupan ekonomi melalui peningkatan
pertumbuhan ekonomi, pemantapan kemandirian pangan,
penurunan tingkat kemiskinan, penurunan pengangguran, dan
peningkatan kualitas lingkungan hidup

c. Peningkatan kehidupan sosial-budaya berbasis kearifan lokal

d. Peningkatan kemandirian Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil
Negara, serta pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan

e. Jaminan keadilan yang meliputi:

1) Hak dan kewajiban warga masyarakat tanpa membedakan latar
belakang suku, agama, ras, dan antar golongan.

2) Politik pembangunan dengan meminimalisasi kesenjangan
perkotaan dengan pedesaan dan pedesaan dengan pedesaan
secara proporsional berdasarkan kebutuhan (need assessment).

3) Orientasi pembangunan yang tidak sekedar mengejar
pertumbuhan saja, namun dinikmati secara adil dan merata oleh

segala lapisan masyarakat.

3.Terdepan; adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu
Raya yang terdepan di Kalimantan Barat dalam hal tata kelola
pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good and clean governance),

serta peningkatan inovasi, kreativitas dan kualitas masyarakat.

4. Berkualitas; adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu
Raya senantiasa memiliki prestasi di berbagai sektor baik di level
pemerintah, swasta, maupun masyarakatnya yang ditandai dengan
adanya peningkatan kualitas pendidikan maupun kualitas kesehatan
dalam rangka menghasilkan SDM yang unggul dan kompetitif sebagai
prasyarat berprestasi serta adanya dorongan dan fasilitasi meraih
prestasi di berbagai sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan, dan kemasyarakatan.
5. Religius; adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya
yang mengembangkan karakter Sumber Daya Manusia dengan

senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-
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hari, meningkatkan kualitas keimanan dan ketaatan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, serta nilai-nilai moral dalam
melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa
serta sebagai landasan memperkokoh sendi-sendi kehidupan
masyarakat dan memelihara keseimbangan perilaku yang berbudaya.
Berdasarkan Visi “Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang
Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas, dan Religius” ditetapkan

Misi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

Misi Pertama : Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola
Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and

Clean Governance)

Tata pemerintahan yang berpegang pada prinsip-prinsip tertib,
profesional, akuntabel, terbuka, efektif, efisien, supremasi hukum, dan
demokratis akan mengantarkan pada Tata Kelola Pemerintahan yang
bersih dan berwibawa. Pada satu sisi Tata Kelola Pemerintahan yang
bersih dan berwibawa akan menjamin kelancaran, keserasian dan
keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan
pembangunan dan kemasyarakatan. Di sisi lain, Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih dan berwibawa akan membuka ruang
partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, guna mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan berwibawa memerlukan proses,
komitmen, dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan dari aparatur
pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat secara profesional dan
bertanggung jawab. Setiap aparatur pemerintahan harus dapat
melaksanakan peran dan fungsinya sesuai kapasitas yang dimilikinya
disertai kesempatan yang luas untuk meningkatkan kualitas dan
kompetensinya. Selain itu, pemenuhan hak-hak masyarakat terhadap
informasi publik merupakan bagian dari upaya transparansi dan
peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan sistem informasi
dan komunikasi secara terpadu. Pemerintah yang bersih dan berwibawa
ditandai adanya pendeteksian dini (early warning) dalam rangka
terbangunnya zona anti KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) penegakan

hukum dan perundang-undangan, ketersediaan informasi publik
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peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat serta peningkatan kinerja

birokrasi.

Dimensi utama “Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola
Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance)
mencakup:

1. Pengembangan tata kelola kebijakan anggaran dan kebijakan
strategis lainnya yang terukur, berkeadilan, tepat sasaran, dan
berdampak luas.

2. Peningkatan kualitas kinerja birokrasi (struktur kultur, dan

substansi) yang mengedepankan kompetensi dan integritas.

Misi Ke Dua : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan
Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat

Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan
kualitas hidup masyarakat adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam
rangka :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.

2. Meningkatkan konektivitas antar wilayah dan kapasitas infrastruktur
dasar.

3. Meningkatkan kualitas perekonomian daerah.
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang tidak hanya sebagai
obyek pembangunan, namun yang terpenting adalah sebagai subyek
utama pembangunan. Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat, dan
produktif menentukan keberhasilan pembangunan. Sumber Daya
Manusia yang berkualitas akan menciptakan manusia-manusia yang
unggul, yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan bersaing di
tingkat regional, nasional, dan internasional. Meningkatkan kualitas
Sumber Daya Manusia dilakukan melalui upaya pemerataan dan
perluasan akses pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat
serta peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dalam rangka
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pendidikan dapat
dilihat dengan adanya peningkatan angka Rata-rata Lama Sekolah,

Angka Melek Huruf, serta Indeks Pembangunan Manusia. Peningkatan
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kualitas kesehatan dapat dilihat dengan adanya peningkatan Angka
Harapan Hidup masyarakat dan kepuasan masyarakat terhadap layanan
kesehatan. Selain itu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dapat
dilihat dari upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan
masyarakat peningkatan daya beli, serta penurunan angka kemiskinan.

Dalam mendongkrak peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
memerlukan aksesibilitas dalam membuka konektivitas wilayah-wilayah
yang terisolir dengan peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur
dasar. Penunjang utama dalam pembangunan adalah ketersediaan dan
kemajuan infrastruktur. Ketersediaan dan kemajuan infrastruktur pada
satu sisi akan mendukung kemajuan di bidang kemajuan bidang lainnya
seperti pendidikan dan kesehatan, serta di sisi lain akan mendukung
kemajuan bidang ekonomi dan aksesibilitas kebutuhan masyarakat.
Oleh karena itu, percepatan pembangunan di bidang infrastruktur dapat
mengurangi kesenjangan perkotaan dan pedesaan dan pedesaan dengan
pedesaan, serta memberikan kegairahan perekonomian Kabupaten Kubu
Raya. Namun, percepatan pembangunan infrastruktur harus tetap
memperhatikan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan
lingkungan.

Meningkatkan kualitas hidup mencakup juga upaya-upaya
meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Selain itu juga mencakup
upaya-upaya menciptakan kondisi yang kondusif, yaitu kondisi yang
mencerminkan adanya keamanan, ketertiban dan keindahan, serta

mencerminkan masyarakat yang tertib hukum.

Misi Ke Tiga : Meningkatkan  Penguatan Otonomi Desa untuk
Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada

Nilai-Nilai Kearifan Lokal

Otonomi Desa merupakan kemampuan nyata pemerintahan desa
dan masyarakat desa guna mengatur dan mengelola sumber daya desa
melalui prakarsa, inovasi, dan aspirasi masyarakat desa dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan desa. Oleh karena itu, dalam rangka
penguatan otonomi desa memerlukan kebijakan yang dapat

meningkatkan kapasitas dan kualitas tata kelola pemerintahan desa
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serta pengelolaan dana pembangunan desa. Selain itu, penguatan
otonomi desa juga memerlukan kebijakan yang dapat meningkatkan
kemandirian perekonomian yang bermuara pada kesejahteraan
masyarakat desa melalui pengembangan kawasan perdesaan.
Pengembangan kawasan perdesaan mencerminkan pemberdayaan:
penguatan ekonomi kerakyatan; kapasitas dan perluasan sektor usaha
bagi usaha pelaku usaha usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM); daya
tarik investasi desa; pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan
kualitas dan kuantitas hasil produksi pertanian, perikanan, peternakan,
perkebunan, industri, dan perdagangan; serta kapasitas dan perluasan

ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.

Misi Ke Empat : Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan

Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat

Kabupaten Kubu Raya mempunyai kekayaan nilai-nilai agamis.
Nilai-nilai agamis tersebut menjadi sendi-sendi kehidupan masyarakat
Kabupaten Kubu Raya. Pemerintah Daerah dituntut untuk menciptakan
dan memelihara kehidupan berdampingan dengan latar belakang agama.
Sikap dan perilaku toleransi tersebut perlu dikembangkan sehingga
menjadi penyemangat persatuan dan kesatuan dalam kerangka

memperkokoh pilar-pilar kebangsaan (nasionalisme).

Misi Ke Lima : Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan Untuk

Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi

Perempuan sebagai tiang negara mempunyai peran yang sangat
penting, maka perlu adanya upaya-upaya pemerintah daerah guna
memperbaiki kondisi sosial-ekonomi perempuan di Kabupaten Kubu

Raya, yakni upaya-upaya yang menggambarkan:

1. Pengarusutamaan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan
dalam seluruh sektor pembangunan secara sinergi, terutama di

sektor-sektor yang melaksanakan pembangunan ekonomi rakyat.
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2. Perumusan program-program yang tepat untuk meningkatkan
produktivitas ekonomi perempuan.

3. Dorongan tumbuhnya komunikasi program peningkatan ekonomi
perempuan untuk mengakses sumber daya dan informasi program-
program pemberdayaan, baik pemerintah, swasta maupun organisasi
non pemerintah.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dalam bentuk:

1. Penguatan kelembagaan ditujukan untuk meningkatkan
kemampuan lembaga agar dapat berperan aktif dalam perencanaan,
pelaksanaan maupun pengendalian keberpihakan pada peningkatan
ekonomi perempuan.

2. Peningkatan fungsi dan organisasi perempuan dalam pemasaran soal
program-program pemberdayaan.Hal ini penting mengingat selama
ini program pemberdayaan yang ada kurang disosialisasikan dan
kurang melibatkan peran masyarakat.

Peningkatan kemampuan anggota kelompok perempuan dalam
bidang usaha (skala industri kecil/rumah tangga hingga skala industri
besar) dengan berbagai keterampilan yang menunjang seperti
kemampuan produksi, kemampuan manajemen usaha, serta

kemampuan untuk mengakses kredit dan pemasaran yang lebih luas.

3.3.Telaahan Renstra Perubahan dan Renstra
Telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri ditujukan
untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas
pencapaian sasaran pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesbangpol
Kabupaten Kubu Raya terhadap sasaran Rencana Strategis
Kementerian Dalam Negeri. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa
dan Sosial Politik terkait dengan Rencana Strategis Kementerian Dalam
Negeri khususnya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
Visi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri
“Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa Melalui Sistem Politik
yang Demokratis dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Sedangkan Misi yang diemban Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum

Kemendagri adalah :
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1. Memelihara dan memantapkan keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

2. Memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Memantapkan wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan
nasional, pembauran bangsa, kesadaran dan kemampuan bela
negara, serta wawasan ketahanan ekonomi dalam tatanan politik,
sosial, budaya dan hukum segenap warga negara. Sebagai
penjabaran dari pernyataan visi dan misi tersebut, Direktorat
Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri telah
menetapkan tujuan yaitu : “Memperkokoh kesatuan dan
persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang
dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945
melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan

berkedaulatan rakyat”

3.4.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis.

Substansi Bidang Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
berkaitan dengan pelayanan pemerintahan yang bersifat non fisik, yang
berkaitan dengan perumusan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan
politik yang meliputi ketatausahaan, kesiagaan dan penanggulangan,
hubungan dan penguatan kelembagaan ormas dan Partai Politik dan
kajian masalah-masalah aktual serta kesatuan bangsa dan
pemberdayaan kelompok komunitas sosial dan forum-forum pendukung
lainnya untuk meningkatkan perlindungan dan rasa persatuan dan
kesatuan bangsa serta menjamin kesadaran politik masyarakat yang
demokratis di daerah.

Sejauh ini telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis pada tataran implementasi telah berjalan
namun hasilnya belum optimal, hal ini dipengaruhi oleh faktor
penghambat antara lain :

1. Kurangnya sarana prasarana pendukung.

2. Kondisi Geografis yang sulit dijangkau.
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3. Badan Kesbangpol kantornya masih berstatus kontrak.

Badan Kesbangpol sesuai dengan tugas dan fungsinya berupaya
mengatasi permasalahan-permasalahan di bidang penataan ruang
melalui penganggaran program dan kegiatan penataan ruang dalam
program kerja Badan Kesbangpol kedepan serta mengkoordinasikan
permasalahan penataan ruang dengan SKPD dan stakeholders terkait.

Saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu RayaTahun
2016-2036 sudah ditetapkan dengan Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor
7 Tahun 2016, sedangkan terkait dengan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS), sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS dalam
penyusunan atau evaluasi RTRW beserta rencana rincinya, RPJP dan
RPJM pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi
dalam pembangunan.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 dimaksud, maka baik dalam penyusunan RTRW Tahun
2016-2036, RPJPD Tahun 2009-2019, RPJMD I (2009 - 2014), maupun
RPJMD II (2014 - 2019), Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah

melaksanakan KLHS terhadap dokumen-dokumen tersebut.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi
sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 -2024 berpedoman pada :
1) Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
2) Telaahan Visi, Misi Dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
Periode 2019 - 2024

Terdapat 5 (lima) isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Kubu Raya, sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kerukunan dan Keharmonisan Kehidupan

Masyarakat.

Halaman 46



RENSTRA Perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

2. Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam
mewujudkan hidup rukun dan damai.

3. Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam
mengantisipasi potensi konflik.

4. Meningkatkan peran aktif, penguatan dan pemberdayaan
Masyarakat, Ormas/LSM dan Parpol dalam mewujudkan stabilitas
kehidupan masyarakat yang berdemokrasi.

5. Meningkatnya Kinerja, Pelayanan dan Kapasitas aparatur.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesbangpol

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor
penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan
dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik,
mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk
melakukan perubahan kearah yang lebih baik, serta menjadi arah
kebijakan Badan Kesbangpol Kabupaten Kubu Raya. Tujuan jangka
menengah Badan Kesbangpol Kabupaten Kubu Raya adalah
Meningkatnya Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintah Yang Bersih,
Efektif, Efisien dan Berwibawa.

Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang
telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari
hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sasaran yang
akan dicapai selama 5 tahun periodesasi Rentra. Sesuai pembedahan
terhadap RPJMD Kubu Raya 2019-2024, relevansi sasaran Badan
Kesbangpol dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah secara
spesifilk adalah mendukung pencapaian Misi Pertama dan Misi Kedua

yaitu :

Misi Pertama : Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola
Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and
Clean Governance)

Tujuan : Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran

Pembangunan Daerah

Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

Misi Ke- : Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan

empat Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat

Tujuan : Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama dalam
masyarakat

Sasaran : Meningkatnya toleransi di kalangan umat beragama

Berdasarkan Visi, Tujuan dan sasaran yang termuat dalam RPJMD,

maka Badan Kesbangpol sesuai dengan kewenangannya
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mendiskripsikan implementasi untuk mendukung visi dan Missi Bupati

dan Wakil Bupati terpilih periodesasi 2019-2024, sebagai berikut :
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TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BADAN KESBANGPOL
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Tahun 2019-2024

Indikator Indikator
No. Tujuan ) Sasaran Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke
Tujuan Sasaran
2019 2020 2021 2022 2023 2024
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7) (8) 9) (10) (11)
1. | Meningkatnya Nilai SAKIP | Meningkatnya Capaian | Presentase
akuntabilitas kinerja Indikator Kinerja nilai SAKIP 56,32% | 58,66% | 100% | 61,00% | 64,50% | 68,00%
dan keuangan Pembangunan Daerah
2. | Meningkatnya Jumlah Meningkatnya Jumlah kasus
toleransi di kalangan | kasus Kerukunan antara konflik antar 0 0 0 0 0 0
umat beragama konflik umat beragama agama
antar agama
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesbangpol

Strategi pelaksanaan kegiatan Badan Kesbangpol tahun 2019-2024
disusun berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dan dengan
memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu
strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya.
Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan
pembangunan daerah (strategy focused-management). Rumusan strategi
berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran
akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah
kebijakan.

Adapun strategi yang digunakan Badan Kesbangpol untuk
mendukung Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-

2024 dirumuskan sebagai berikut :

Misi Pertama : Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola
Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and
Clean Governance).

Strategi yang dilakukan adalah :

1. Meningkatkan pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan.

2. Peningkatan Pembinaan PARPOL.

3. Peningkatan Terhadap Kewaspadaan Dini/Daerah.

4. Peningkatan Wawasan kebangsaan dan Pancasila.
Misi KeDua : Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan

Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat.
Strategi yang dilakukan adalah :

1. Melakukan pengawasan dan sosialisasi di daerah Kabupaten Kubu

Raya.
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Tabel 5.1.

Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan

VISI : Kabupaten Kubu Raya Mewujudkan Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius.

MISI 1 : Mewujudkan sistem dan tata pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa (Good Governance).

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatnya akuntabilitas Meningkatnya Capaian Meningkatkan
o ) o Peningkatan Penanganan Konflik Sosial
kinerja dan keuangan Indikator Kinerja 1 | pemahaman tentang 1
Antar Umat Beragama
Pembangunan Daerah Wawasan Kebangsaan
5 Peningkatan Pembinaan 5 Peningkatan Pembinaan Partai Politik
PARPOL. Peserta (PEMILU) se Kabupaten

Peningkatan Terhadap )
Peningkatan Terhadap Kewaspadaan

3 | Kewaspadaan 3
Dini/Daerah

Dini/Daerah.
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Peningkatan Wawasan
kebangsaan dan

Pancasila.

Peningkatan Wawasan kebangsaan dan

Pancasila

Meningkatnya toleransi

kalangan umat beragama

di

Meningkatnya
Kerukunan antara

umat beragama

Melakukan pengawasan
dan sosialisasi di daerah

Kabupaten Kubu Raya

Peningkatan Pengawasan di daerah
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN BANKESBANGPOL

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi
Kabupaten Kubu Raya dalam mendukung proses pembangunan daerah,
diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap
terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat
dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani visi dan misi
dengan realitas yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam
rangkamencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah
operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan
indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan
Kesbangpol Kabupaten Kubu Raya terutama mendukung misi pertama

Bupati Kubu Raya yaitu :

Misi Pertama : Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola
Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance).
Sasaran Pertama Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan program dan

kegiatan sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- Penyediaan jasa surat menyurat.
- Penyediaan jasa komunikasi, listrik, air dan telepon.
- Penyediaan jasa administrasi keuangan.
- Penyediaan jasa kebersihan kantor.
- Penyediaan alat tulis kantor.
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

- Penyediaan makanan dan minuman.
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- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah.

- Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

- Penyediaan sewa gedung/kantor.

- Pemeliharaan kendaraan dinas.

- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

- Pemeliharaan rutin/berkala komputer.

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor.

- Pengadaan peralatan pedung kantor.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

- Penyusunan Evaluasi Jabatan (EVAJAB).

- Penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB).

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan.

- Bimbingan Teknis (BIMTEK) Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD.

- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.

- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

- Penyusunan Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA-DPA-
DPPA) SKPD.

- Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah.

- Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan SKPD.

- Bimbingan Teknis (BIMTEK) Manajemen Pengelolaan Aset

Daerah.

- Fasilitasi penataan aset.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

- Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD.

- Sistem informasi perencanaan monitoring dan evaluasi
pembangunan.

. Program  Pembinaan dan  Pengembangan  Kelembagaan,

Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah.

- Bimbingan Teknis (BIMTEK) Penyusunan Database E-Formasi.

Halaman 55



RENSTRA perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

- Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ).
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- Penyusunan Standar Pelayanan (SP).
Sasaran Kedua Terpeliharanya Keutuhan Kesatuan Bangsa
Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan program dan
kegiatan sebagai berikut:
1. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
- Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB).
- Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
- Imlementasi Penyuluhan Bela Negara.
- Sosialisasi Wawasan Kebangsaan.
- Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
- Pemantapan Nilai-nilai Wawasan Kebangsaan.
- Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Nilai-nilai
Kebangsaan.
- Dialong Lintas Agama di Kabupaten Kubu Raya.
- Penguatan Kapasitas Tokoh Agama Perempuan di Kabupaten
Kubu Raya.
- Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di
Kabupaten Kubu Raya.
- Pengembangan Ketahanan Sosial Budaya di Kabupaten Kubu
Raya.

- Monitoring Kekayaan Budaya Daerah.

Sasaran Ketiga Meningkatnya Pembinaan Politik
Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan program dan

kegiatan sebagai berikut :
1. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

- Fasilitasi Bantuan Keuangan Partai Politik.

- Fasilitasi Pembinaan Partai Politik.

- Fasilitasi Perizinan Reklame Non Komersial.

- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

- Pemetaan Situasi Kondisi Unsur-unsur yang mempengaruhi

Politik
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Dalam Negeri di Wilayah Kabupaten Kubu Raya.
- Peningkatan Pemahaman Demokrasi yang Berdasarkan
Pancasila.
- Pelaksanaan dan Fasilitasi Pendidikan Politik di Wilayah
Kabupaten
Kubu Raya.
- Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Etika dan Budaya Politik di
Kabupaten Kubu Raya.
2. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
- Pembinaan Ormas dan LSM.
- Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Kemasyarakatan.

- Veripikasi Ormas/LSM Hibah Bansos.

Sasaran Keempat Meningkatnya Pembinaan Terhadap
Kewaspadaan Dini/Daerah
Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan program dan
kegiatan sebagai berikut:
1. Program Kewaspadaan Dini/Daerah.
- Fasilitasi peningkatan peran dan fungsi Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM).
- Penanganan Konflik Social Masyarakat di Kabupaten Kubu Raya.
- Rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten
Kubu Raya.
- Rapat Rencana Aksi Tim Terpadu P4GN Kabupaten Kubu Raya.
- Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkoba (P4GN) Kabupaten Kubu Raya.
- Implementasi Gerakan Revolusi Mental di Kabupaten Kubu Raya.
- Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing di Daerah Kabupaten
Kubu Raya.
- Rapat Koordinasi Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing dan

Lembaga Asing di Kabupaten Kubu Raya.
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RENSTRA perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya

Tahun 2019-2024

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Kubu Raya 2019-2024

Ir}l{(}nﬂzat_gr Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program Tujua?n Capaia Kondisi Kinera pada Unit Kerja
Tui fatan, S . n pada 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Smena p Perangkat
uj Sasar Ko Kegiatan, asaran, Tahun akhir Periode Daerah Lokasi
uan an de | dan Sub Program N 1;1 . e
Kegiatan (outcome) W enanggung
dan Ke giatan Perenc Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab
(output) anaan
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 14 -13 14 -15 16 -17 -18 -19 -20
1. Program dan Kegiatan Berdasarkan Peraturan Kementrian Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Mening
katnya
Pelayan
an
B Publik
1\;;:&? Dalam
Menjaga
Pembi | Keutuh grogram Persentase
erencana .
naan an an Peningkatan 100 5158 100.0
Cinta Kesﬁ“‘"‘ 1 Pomban Perencanaan Persen 00 900 o 5.554.250 100,00 2.334.500 100,00 19.307.650 Kesbangpol KKR
Tanah Ba g Pembangunan
Air ngsa nan D h
dan dan . Daerah aerah.
Berpo Berﬂp;oht
litik. Sehat,
Cerdas
dan
Jujur
Penyusuna gumlah
n Rencana enyusunan
4.0 X Rencana 1 2.781.
31 Strategis Strategi dok 500 - 0 1 2.935.500 3 Dok 12.603.000 Kesbangpol KKR
: (RENSTRA) ategis o
SKPD (RENSTRA)
: SKPD.
Sistem Jumlah
4.0 1nformasi Informasi 1 2.772.
3.1 Perencanaa Perencanaan dok 750 1 2.334.500 1 3.324.500 4 Dok 15.317.750 Kesbangpol KKR
n SKPD. SKPD.

Halaman 58




RENSTRA perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

Program
Pelayanan Per;entase
Admini Peningkatan 387.4
2 ministr | p P 100, 1 0430 | 1000 | 314.924.500 100,00 791.508.700 100,00 | 2.364.497.070 Kesb 1
. elayanan ersen 00 . 0 . . ) . . K . . . esbangpo KKR
lai‘selrkan tor Administrasi 0
an Perkantoran.
Penyediaan Jumlah 1
. Yy kebutuhan j .
‘1‘ (1) jasasurat | gopup o Jasa Tahu 520?)38 1 52.948.000 1 56.088.000 4 Tahun 223.680.800 Kesbangpol KKR
menyurat. menyurat. n
Penyediaan
4.0 jasa Jumlah jasa 1 4.826
1'1 administra administrasi Tahu 450 . 1 3.612.000 1 34.224.000 4 Tahun 80.308.850 Kesbangpol KKR
. si keuangan. n
keuangan.
4.0 j};esnayedlaan Jumlah jasa
1‘1 kebersihan kebersihan 0 26.745.600 1 Tahun 26.400.000 2 Tahun 82.185.600 Kesbangpol KKR
: kantor. kantor.
Penyediaan 1
401 alat tulis Jumlah alat Tahu | 23:374 1 23.418.900 1 37.881.700 4 Tahun 102.926.270 Kesbangpol KKR
1.1 kantor. tulis kantor. n .700
Penyediaan
baran;
4.0 ceta.k.fn Jumlah barang 1 1.341
1‘1 dan cetakan dan Tahu '750 : 1 1.840.000 1 4.290.000 4 Tahun 12.190.750 Kesbangpol KKR
. pengganda penggandaan. n
an.
Penyediaan
bahan
bacaan Jumlah bahan
dan bacaan dan 1 4.800
11 peraturan peraturan Tahu 000 1 3.600.000 1 4.800.000 4 Tahun 18.480.000 Kesbangpol KKR
perundang perundang- n
N undangan.
undangan.
Penyediaan 1
4.0 Jumlah makan 7.800.
11 m_aka_n dan dan minuman. Tahu 000 1 9.360.000 1 19.500.000 4 Tahun 58.110.000 Kesbangpol KKR
minuman. n
Rapat-
rapat Jumlah rapat-
4.0 koordinasi rapat 1 203.45
1'1 dan koordinasi dan Tahu 0 060 1 110.000.000 1 379.725.000 4 Tahun 1.110.872.500 Kesbangpol KKR
: konsultasi konsultasi n :
Keluar Keluar Daerah.
Daerah.
Rapat- Terlaksananya
rapat rapat-rapat
4.0 | koordinasi | 450 dinasi dan L | 64488
1‘1 dan Konsultasi Tahu 600 1 60.000.000 1 151.200.000 4 Tahun 442.008.000 Kesbangpol KKR
. konsultasi n :
Kedalam
Kedalam Daerah
Daerah. i
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Penyusuna Jumlah
4.0 n Standard Dokumen 1
1'1 Operasiona | Standard Doku 975.4 0 0 1 Dok 975.4 Kesbangpol KKR
: 1 Prosedur Operasional men
(SOP). Prosedur (SOP).
apﬁniilgﬁfa Pemeliharaan 1
. dan Listrik dan Tah 23.400
11 d bah Penambahan u 000 1 23.400.000 1 77.400.000 4 Tahun 209.340.000 Kesbangpol KKR
: enam n .
an Daya. Daya.
Program
Peningkat Persentase 131.8
Peningkatan 100, 100,0
3 an Sarana Sarana dan Persen 00 17.00 0 180.539.400 100,00 514.785.000 100,00 1.393.404.900 Kesbangpol KKR
d;
P?;sa.rana Prasarana. 0
Pengadaan Jumlah 1
4.0 peralatan pengadaan 19.800
1.1 gedung peralatan Tahu "000 1 31.057.000 1 110.190.000 4 Tahun 282.256.000 Kesbangpol KKR
kantor. gedung kantor. n
1
4.0 | Pengadaan [ Jumlah Tahu | 10417 1 6.050.000 1 203.595.000 4 Tahun 444.016.500 Kesbangpol KKR
1.1 mebeler. mebeler. n .000
40 | Seva ! 83.625 1
1‘ 1 gedung Gedung kantor. Tahu 600 Tahun 96.533.450 1 Tahun 130.000.000 4 Tahun 453.158.450 Kesbangpol KKR
. kantor. n .
Pemelihara
an Jumlah
4.0 rutin/berk pemeliharaan 1 3.572
1‘1 ala rutin/berkala Tahu '000 . 1 3.572.000 1 5.500.000 4 Tahun 18.694.000 Kesbangpol KKR
: peralatan peralatan n
gedung gedung kantor.
kantor.
Pemelihara
4.0 an Jumlah 1 3.114
1‘1 rutin/berk pemeliharaan Tahu 600 : 1 3.326.950 1 5.500.000 4 Tahun 17.990.950 Kesbangpol KKR
’ ala komputer. n
komputer.
Pengadaan Jumlah
kendaraan pengadaan 1
1‘1 dinas/oper kendaraan Tahu 0 1 40.000.000 1 60.000.000 4 Tahun 166.000.000 Kesbangpol KKR
: asional P dinas/operasio n
: nal
Pemilihara Jumlah
an rutin pemeliharaan
4.0 berkala rutin berkala 4 11.289 .
11 Kendaraan Kendaraan Unit 000 1 0 0 4 Unit 11.289.000 Kesbangpol KKR
Dinas/Opr Dinas/Oprasion
asional. al.
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Program Persentase
Peningkat Peningkatan 100, 3.000. 100,0
4 an Disiplin Disiplin Persen 00 000 0 6.000.000 100,00 11.500.000 100,00 33.150.000 Kesbangpol KKR
Aparatur. Aparatur.
Pengadaan j
pakaian irae b 10
di inas beser
20| beeanta perlengkapanny Oran [ 309 12 6.000.000 23 11.500.000 77 Orang 33.150.000 Kesbangpol KKR
perlengkap | & g
annya.
Program P t
Peningkat Per§en ase
an eningkatan Pers | 38.20 | 100,0
5 K . Kapasitas 99.450.000 100,00 110.500.000 100,00 369.700.000 Kesbangpol KKR
apasitas Sumber D: en 0.000 0
Sumber Aum te T oaya
paratur.
Daya.
Blmblngan Jumlah
teknis R
X bimbingan
implement X
4.0 | asi teknis 4 38.200
. implementasi Oran : 4 99.450.000 4 110.500.000 16 Orang 369.700.000 Kesbangpol KKR
5.1 peraturan peraturan e .000
perundang
* perundang-
undangan.
undangan.
Program
Peni t
alelmngka Persentase
Pengemba Peningkatan
ngan Pgngemb angan
6 | sistem Sistem Persen | 100 [ 31.86 1 100,01 15464 000 100,00 16.175.500 100,00 81.798.650 Kesbangpol KKR
Pelaporan 00 6.100 0
Pelaporan A
Capaian Capaian
Kinerja Kinerja Dan
Keuangan.
Dan
Keuangan.
Penyusuna
n laporan
capaian Jumlah dokumen
401 kinerja dan capaian kinerja dan 2 20.036
1 iktisar iktisar realisasi Dok 000 2 2.404.000 2 2.527.000 8 Dok 27.746.700 Kesbangpol KKR
realisasi kinerja SKPD.
kinerja
SKPD.
Penyusuna
401 n laporan Jumlah dokumen 2 3.088
1 keuangan keuangan Dok '100 : 2 2.582.000 2 2.670.500 8 Dok 11.278.150 Kesbangpol KKR
: semesteran | semesteran.
Penyusuna
401 n laporan Jumlah dokumen 3.631
1 keuangan keuangan akhir 1Dok bOO : 1 2.684.000 1 2.684.000 4 Dok 11.951.400 Kesbangpol KKR
. akhir tahun.
tahun.
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401 Penyusuna Jumlah dokumen
1 n LPPD 0 1 Dok 2.292.000 1 2.292.000 3 Dok 7.105.200 Kesbangpol KKR
. LPPD SKPD.
SKPD.
Penyusuna
n dokumen
Rencana Jumlah dokumen
401 Kegiatan Rencana Kegiatan 3 5.111.
1 Anggaran Anggaran (RKA- Dok 000 3 6.002.000 3 6.002.000 32 Dok 23.717.200 Kesbangpol KKR
(RKA-DPA- DPA-DPPA) SKPD
DPPA)
SKPD
PROGRAM
KEMITRA Persentase
AN Program 183.5
PENGEMB Kemitraan 100, . 100,0
7 ANGAN Pengembangan Persen 00 25(.)60 0 180.426.500 100,00 1.730.496.000 100,00 3.997.993.700 Kesbangpol KKR
WAWASAN Wawasan
KEBANGS Kebangsaan
AAN
Jumlah Agar dalam
Fasilitasi menjalankan
1.0 Koordinasi ajaran agama 1 03.487 1
5‘1 Peran dan dapat berlangsung Tahu 8'00 Tah 97.862.200 1 Tahun 365.487.100 4 Tahun 958.872.910 Kesbangpol KKR
. Fungsi dengan n . un
FKUB rukun,lancar dan
damai
Fasilitasi
Forum Jumlah Fasilitasi 1
10 | pembauran | Forum Pembauran Tahu | #4170 1 41.479.400 1 Tahun 114.508.000 4 Tahun 326.116.700 Kesbangpol KKR
5.1 .500 Tahun
Kebangsaa Kebangsaan (FPK) n
n (FPK)
imlementas Jumlah
1.0 Imlementasi 1
Penyuluha
51 . B}e,1a Penyuluhan Bela 0 Tahun 41.084.900 1 Tahun 45.000.000 3 Tahun 135.584.900 Kesbangpol KKR
Negara Negara
Sosialisasi Jumlah Sosialisasi 1
1.0 Wawasan 45.867
Wawasan Tahu 0 1 Tahun 116.908.000 3 Tahun 291.374.100 Kesbangpol KKR
5.1 Kebangsaa K .300
n ebangsaan n
Penguatan
o | Pnddian | e
5‘1 Wawasan Wawasan 0 0 1 Tahun 53220900 2 Tahun 111.763.890 Kesbangpol KKR
: Kebangsaa
n Kebangsaan
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Pemantapa
n Nilai- Jumlah
1.0 | nilai Pemantapan Nilai- 0 0 1 Tahun 116.908.000 2 Tahun 245.506.800 Kesbangpol KKR
5.1 Wawasan nilai Wawasan
Kebangsaa Kebangsaan
n
Penigkatan
kesadaran
aka
1.0 masyar Jumlah Data-data
51 t _ter.hafia_p Ormas dan LSM 0 0 1 Tahun 116.908.000 2 Tahun 245.506.800 Kesbangpol KKR
nilai-nilai
Kebangsaa
n
Eﬁzlslg Jumlah Dialong
1.0 . Lintas Agama di
51 | Agamadi Kabupaten Kub 0 0 1 Tahun 114.508.000 2 Tahun 240.466.800 Kesbangpol KKR
. Kabupaten abupaten Rubu
Kubu Raya | Rava
Penguatan
,I;j}gjﬁltas Jumla_h Penguatan
1.0 A Kapasitas Tokoh
: gama Agama Perempuan 0 0 1 Tahun 114.508.000 2 Tahun 240.466.800 Kesbangpol KKR
5.1 Perempuan N
di di Kabupaten Kubu
Raya
Kabupaten
Kubu Raya
Pembinaan
Forum Jumlah Pembinaan
Kerukunan Forum Kerukunan
1.0 Umat Umat Beragama
1 Tah 114. K Tah 40.466. K 1 KKR
51 Beragama (FKUB) di 0 0 un 508.000 2 un 240.466.800 esbangpo
(FKUB) di Kabupaten Kubu
Kabupaten Raya
Kubu Raya
Pengemban
gan
o | Kenanan | Lmbestern
' Sosial 0 0 1 Tahun 114.508.000 2 Tahun 240.466.800 Kesbangpol KKR
5.1 . Kabupaten Kubu
Budaya di
Kabupaten Raya
Kubu Raya
1.0 i/[o;litoring Jumlah Monitoring
: exayaan Kekayaan Budaya 0 0 1 Tahun 114.508.000 2 Tahun 240.466.800 Kesbangpol KKR
5.1 Bud
: ucaya Daerah
Daerah
Penyuluha
n Bahaya Jumlah Penyuluhan
1.0
Narkoba Bahaya Narkoba 0 0 1 Tahun 114.508.000 2 Tahun 240.466.800 Kesbangpol KKR
5.1 Bagi Bagi Pelajar dan
Pelajar dan Mahasiswa
Mahasiswa

Halaman 63



RENSTRA perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

Ravitalisasi
1.0 dan Jumlah Ravitalisasi
55 | Axtualisasi | dan Aktualisasi 0 0 1 Tahun 114.508.000 2 Tahun 240.466.800 Kesbangpol KKR
. Nilai-nilai Nilai-nilai Pancasila
Pancasila
PROGRAM Persentas
PENDIDIK Peningkatan
AN Prongram 100, 79.07 100,0
KKR
8 POLITIK Pendidikan Persen 00 3.500 0 85.485.200 100,00 228.516.000 100,00 644.442.300 Kesbangpol
MASYARA Politik
KAT Masyarakat
Fasilitasi
1.0 | Bentuan Bantua ! 8.020 1
: Keuangan antuan Tahu s 8.020.500 1 Tahun 10.000.000 4 Tahun 37.041.000 Kesbangpol KKR
5.1 Partai Keuangan n 500 Tahun
Politik Partai Politik
Fasilitasi Tertata 1
1.0 Pembinaan Susunan 15.306 1
51 Partai Kepengurusan Tahu 500 Tahun 14.509.000 1 Tahun 30.000.000 4 Tahun 92.815.500 Kesbangpol KKR
Politik Parpol n
Fasilitasi .
1.0 | Perizinan I};:?;nl{aiglam L 2.043 1
: Rekl . :
5.1 Ngn ame Reklame Non Ta:u 100 Tahun 7.142.500 1 Tahun 10.000.000 4 Tahun 30.185.600 Kesbangpol KKR
Komersial Komersial
Monitoring .
Evaluasi Lam.? Kgglatan
Monitoring
1.0 dan Evaluasi dan 1
Pelaporan 0 55.813.200 1 Tahun 120.000.000 3 Than 307.813.200 Kesbangpol KKR
5.1 oy Pelaporan Tahun
Politik o
Politik Dalam
Dalam Negeri
Negeri g
l;semetz}an Lama Kegiatan
Kltug?‘l, Pemetaan
ondisi Situasi Kondisi
Unsur- Unsur-unsur
unsur yang
1.0 mempenga yang .
TP enES mempengaruhi 0 0 1 Tahun 14.629.000 2 Tahun 30.720.900 Kesbangpol KKR
5.1 ruhi Politik e
Dal Politik Dalam
am Negeri di
a‘ﬁfer;}fl Wilayah
K 1; Yy Kabupaten
abupaten Kubu Raya
Kubu Raya
Peningkata
n Jumlah
Pemahama Peningkatan
1.0 n Pemahaman
51 Demokrasi Demokrasi yang 0 0 1 Tahun 14.629.000 2 Tahun 30.720.900 Kesbangpol KKR
yang Berdasarkan
Berdasarka | Pancasila
n Pancasila
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Jumlah
Pelaksanaa Terlaksananya
;aiialnitasi Pelaksanaan
1.0 | Pendidikan | 420 Fasilitasi
51 Politik di ge??fl(};an 0 (o] 1 Tahun 14.629.000 2 Tahun 30.720.900 Kesbangpol KKR
Wilayah “ZI;}‘,ahl
Kabupaten Kabupaten
Kubu Raya Kubu Raya
Fasi_litasi Jumla
Peningkata Terlakfsgananya
n Fasilitasi
Pem?\hama Peningkatan
é'? gai“ka Pemahaman 0 0 1 Tahun 14.629.000 2 Tahun 30.720.900 Kesbangpol KKR
: Etika dan
Bu‘??‘ya . Budaya Politik
Ezgilgaile n di Kabupaten
Kubu Raya Kubu Raya
Jumlah
Terpenuhinya 1
é‘? llzgflﬁfu Posko Tahu 534383 0 0 1 Tahun 53.703.400 Kesbangpol KKR
. Pemilihan n .
Umum
ggﬁGBEARI\]g Per;entase
AYAAN gemngkatan
rongram
9 gikENMBA Pemberdayaan Persen 10000’ 5'070505‘ 1000’0 7.954.000 100,00 29.002.700 100,00 74.614.670 Kesbangpol KKR
Kelembagaan
KESEJAH oag
TERAAN gz: gzlahteraan
SOSIAL
Monitoring
dan
1.0 | Evaluasi Jumlah 1 5.755 1
5'1 Ba.n}tuan Laporan Monev Tahu bOO : Tahun 7.954.000 1 Tahun 10.000.000 4 Tahun 34.709.000 Kesbangpol KKR
. Sosial Bansos/Hibah n
Kemasyara
katan
Jumlah
hubungan yang
harmonis,saling
1.0 Pembinaan pengertian,salin
5‘1 Ormas g menghormati 0 0 1 Tahun 9.501.350 2 Tahun 19.952.835 Kesbangpol KKR
. LSM dan saling
percaya di
antara anggota
masyarakat
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Xeripikafé Jumlah
M”;If;&{n Ormas/LSM 1 Tahun 9.501.350 2 Tahun 19.952.835 Kesbangpol KKR
o Hibah Bansos
Bansos
Sosialisasi himlah
dan il
Kordinas. sosialisasi dan
Kordinasi 1 Tahun 45.000.000 2 Tahun 94.500.000 Kesbangpol KKR
Program Progtam
Uﬂ}Ludll bantuan Sosial
oosial
Fasilitasi
dan Jumlah
pendaping Fasilitasi dan
an pendapingan
kemitraan, kemitraan,
serta serta 1 Tahun 8.000.000 2 Tahun 16.800.000 Kesbangpol KKR
pemberday pemberdayaan
aan organisasi
organisasi kemasyarakata
kemasyara n
katan
Penataan Jumlah
pendaftara Penataan
n dan pendaftaran
1.0 sistem dan sistem
5.1 informasi informasi 1 Tahun 100.000.000 2 Tahun 210.000.000 Kesbangpol KKR
organisasi organisasi
kemasyara kemasyarakata
katan n
Bintek b Jumlah Rintek
p:ﬁgem an pengembangan
%rgamsam organisasi 1 Tahun 35.000.000 2 Tahun 73.500.000 Kesbangpol KKR
. kemasvarakata
Kemasyara
Karan n
Rakernis Jumlah
Mediasi, Rakernis
pengawasa Mediasi,
n pengawasan 1 Tahun 35.000.000 2 Tahun 73.500.000 Kesbangpol KKR
organisasi organisasi
kemasyara kemasyarakata
katan n
Pematauan
auas Jumlah
) mvaiuast Pematauan,
dan Evaluasi dan
pelaporan pelaporan
1.0 organisast organisasi
5.1 Acuasyaa kemasyarakata 1 Tahun 35.000.000 2 Tahun 73.500.000 Kesbangpol KKR
katan dan n dan
Ergamsas&, organisasi,
ftn'lasy ara kemasyarakata
Katarl .
n asing
asing

Halaman 66




RENSTRA perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

PROGRAM ier;entise
KEWASPA enigkatan 100 1810 f 1550
10 DAAN DINI Prongram Persen 00 > 12.90 0 ’ 149.376.100 100,00 342.939.550 100,00 1.000.562.055 Kesbangpol KKR
Kewaspadaan 0
/ DAERAH | 1y;pi 4i Daerah
Fasilitasi
1.0 | Peningkata LFJun'lll'?h i P L 34.391 1
: n Peran astitasi Feran Tahu : 25.184.450 1 Tahun 40.000.000 4 Tahun 143.575.950 Kesbangpol KKR
5.1 dan Funesi dan Fungsi .500 Tahun
gsi n
FKDM FKDM
Penangana
n Konflik Jumlah
Social Koniik Sociel 1 | 18.022 1
1.0 onflik Soci .
51 ?A;sya.raka Masyarakat di Tagll')u 250 Tahun 41.622.700 1 Tahun 50.000.000 4 Tahun 164.644.950 Kesbangpol KKR
Kabupaten
Kabupaten Kubu Raya
Kubu Raya Y
Rapat Tim
Kewaspada
an Dini Jumlah
1.0 Pemerintah Pembinaan
51 Daerah Ketertiban 0 0 1 Tahun 74.419.700 2 Tahun 156.281.370 Kesbangpol KKR
Kabupaten Masyarakat
Kubu
Raya.
Rapat
Rencana
1o | AksiTim o Jumlah L | 31002
: Terpadu Pencegahan Tahu . 0 1 Tahun 44.215.800 3 Tahun 124.755.680 Kesbangpol KKR
5.1 .500
P4GN Narkoba n
Kabupaten
Kubu Raya
Pencegaha
n, Jumlah
Pemberant Pencegahan,
asan, Pemberantasan,
Penyalahgu Penyalahgunaa
1.0 naan dan n dan 1
51 Peredaran Peredaran 0 Tahun 42.405.800 1 Tahun 44.215.800 3 Tahun 135.258.980 Kesbangpol KKR
Gelap Gelap Narkoba
Narkoba (P4GN)
(P4GN) Kabupaten
Kabupaten Kubu Raya
Kubu Raya
Implement
asi
1o | Gerakan | O s 1| 16ads | 1
Revolusi Tahu 24.920.650 1 Tahun 26.289.050 2 Tahun 96.574.405 Kesbangpol KKR
5.1 . Gerakan .750 Tahun
Mental di . n
Revolusi Mental
Kabupaten
Kubu Raya
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Pemantaua
n dan
Pengawasa Jumlah
1.0 n Orang Tersedianya 1
5.1 Asing di Data Orang 0 Tahun 10.458.000 1 Tahun 11.268.000 3 Tahun 34.120.800 Kesbangpol KKR
Daerah Asing
Kabupaten
Kubu Raya
Fasilitasi
Peran dan Jumlah 2 25.473
Fungsi Terla}ciisananya Kali 900 0 0 25.473.900 Kesbangpol KKR
KOMINDA | Komida
e | o
b g Terlaksananya
‘ugas
Daerah Gugus Tugas 1 2
Daerah 0 0 45.531.200 95.615.520 Kesbangpol KKR
Gerakan Kecamatan Kecamatan
X Gerakan
Nasioanal X
Revolusi Naswan?l
Mental Revolusi Mental
PROGRAM
PEMBINAA
N DAN
PENGEMB Pesrsentase
ANGAN P
T
GAAN,KET 100, 4.776 ) ) KKR
11 ATALAKSA ;elilger];;bangan Persen 00 000 100% 4.784.500 100% 7.000.000 100% 24.260.500 Kesbangpol
NAAN DAN Kete‘t“ o
APARATU cataagsanaa
R n Aparatur
PEMERINT
AH
DAERAH
Jumlah
Penyusuna P
X enyusunan
40 | nSurve Survei L 2.258 1
: Kepuasan Doku X . 2.450.000 3.500.000 3 Dok 12.058.000 Kesbangpol KKR
1.1 Kepuasan 000 Dokumen.
Masyaraka M akat ment
t (SKM) asyaraxal
(SKM)
Peningkata Jumlah 1
. n Kualitas Peningkatan 2.518. 1
1.1 Pelayanan Pelayanan - 000 Doku 2.334.500 Dokumen 3.500.000 3 Dok 12.202.500 Kesbangpol KKR
Publik Publik men.
PROGRAM
PENINGKA
TAN DAN iumla?i
PENGEMB apasitas
12 | ANGAN Sumber Daya a2 0 0 41.203.000 Kesbangpol KKR
PENGELO engelolaan .
LAAN ge‘laﬁlﬁn
KEUANGA aer
N DAERAH

Halaman 68



RENSTRA perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

. Jumlah
P k
40 | n Penaan ket Dok | 28650 | oy 2.746.500 ! 3.500.000 4 Dok 38.746.500 Kesbangpol KKR
4.1 Aset Pada peningkatan oKu .000 OKU . . DokumenA . . . N gP
SKPD Penataan Aset ment men.
pada SKPD
Fasilitasi Lama Kegiatan 1
4.0 Penataan Fasilitasi 3.003.
4.1 Aset pada Penataan Aset Tarlfu 000 Y Y 3.003.000 Kesbangpol KKR
SKPD pada SKPD
Bimbingan
Teknis Jumlah
Manajemen amian 1
4. .550.
M (1) t gasmtt;SI st Tahu 9050500 0 0 9.550.000 Kesbangpol KKR
. Pengolaan enataan Ase n
Aset pada SKPD
Daerah
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Tahun 2019-2024
Unit
Target Kinerja P dan Kerangka Pend Loud
arget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Perang
Liuine ada akhir Periode kat Lok
Program, 2019 2020 2021 2022 2023 2024 I Daerah ;
. . Lujuan asi
Tujuan Sasaran | Kode | Kegiatan, dan Sub p
Keoiatan . rograr
dan Ke giatan (OUtPUt) Perenc ’;2{ ]; ’;2: }; thrg Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp P;?ﬁgg
anaan K
jawab
-1 2 3 -4 5 6 7 8 9 1 -11 12 -13 -14 -13 14 -15 -16 17 -18 -19 20
0
. ogram Keglatan damn Su eglatan berdasarkan Keputusan eter1 am Negerlt No. - un entang Haslil vert asl dan 1das1 Ferencanaan rFembangunan dan Keuangan Daer:
Me nin. PROGRAM
g PENUNJANG
katnya Me ning URUSAN Persentase
pemaha Penunjang Urusan 100 2,688,8 100,0 2,925,7 100.00 3,125,6 100.00 8,740,30 Kesban KKR
e katnya 1 PEMERINTAHAN Pomorintah Daorah 100% 00 | S6341 o 39,788 : 77171 : 3,500 aool
dan akuntab DAERAH Kabupaten/ Kota
o vam | ilitas KABUPATEN/KO P
Zleang kinetja TA
agama Ean Perencanaan, Persentase
cuanga Penganggaran Perencanaan
dalam gangg > s 24,929, 24,652,
masyara n 2.01 dan Evaluasi Penganggaran, dan 100% lgé) 8’41i3’6 10(?’0 660 100,00 890 100,00 58’(6)26’1 K;;‘;i‘m KKR
kat Kinerja Evaluasi Kinerja ’
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
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2.01

Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah

Jumlah Penyusunan
Renstra dan Renja
Perangkat Daerah

100%

Dok

696,160

4 Dok

4,399,72
0

6 Dok

4.399.720

Kesban
gpol

KKR

Jumlah Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah

100%

1 Dok

4,159,30
9

4 Dok

4.575.24
0

5 Dok

8.734.549

Kesban
gpol

KKR

2.01

Koordinasi dan
Penyusunan
Dokumen RKA-
SKPD

Jumlah Koordinasi
dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD

100%

Dok

3,895,22
7

3 Dok

7,983,52
0

4 Dok

11.878.74
7

Kesban
gpol

KKR

Jumlah Dokumen
RKA-SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan

Dokumen RKA-SKPD

100%

4 Dok

6,368,03
6

4 Dok

7.004.84
0

8 Dok

13.372.87
6

Kesban
gpol

KKR

2.01

Koordinasi dan
Penyusunan DPA-
SKPD

Jumlah Dokumen
DPA-SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen DPA-SKPD

100%

4 Dok

6.631.79
0

4 Dok

7.073.73
4

8 Dok

13.705.52
4

Kesban
gpol

KKR

2.01
.05

Koordinasi dan
Penyusunan
Perubahan DPA-
SKPD

Jumlah Koordinasi
dan Penyusunan
Perubahan DPA-
SKPD

100%

4 Dok

4,144,24
0

4 Dok

4.144.240

Kesban
gpol

KKR

Jumlah Dokumen
Koordinasi dan
Penyusunan

Perubahan DPA-SKPD

100%

4 Dok

4.119.82
1

4 Dok

4.119.821

Kesban
gpol

KKR

2.01
.06

Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Jumlah Koordinasi
dan Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD

100%

Dok

699,130

4 Dok

3,779,14
0

4 Dok

3.779.140

Kesban
gpol

KKR

Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

100%

4
Lapora
n

2.994.94
2

4
Lapora
n

3.756.81
6

8
Lapora
n

6.751.758

Kesban
gpol

KKR
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Jumlah Evaluasi
Kinerja Perangkat 100% Dik 3’1673’09 4 Dok 4’6203’04 5 Dok | 7.786.137 K;;';f‘“ KKR
2.01 Evaluasi Kinerja Daerah
.0.7 Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen 4 4.498.81 4 5.085.34 8 Kesb
Evaluasi Kinerja 100% Lapora ' 3 ’ Lapora T Lapora 9.584.157 esOIan KKR
Perangkat Daerah n n n ®
. . Persentase
Administrasi Administrasi 100 | 2,164,8 | 1000 | 24167 2,575,4 7,157,02 | Kesban
2.02 Keuangan Keuangan Perangkat 100% 00 | 90,526 o 01,807 | 10000 | ‘37477 100,00 3,900 gpol KER
Perangkat Daerah
Daerah
Jumlah Penyediaan
Gaji dan Tunjangan 12 2,159,46 12 2,393,58 . | 4.553.053 Kesban
) . 100% Kali | 3,766 Kali 9,757 24 Kali 523 gpol KKR
Penyediaan Gaji ASN
2.02 )
1 dan Tunjangan
ASN Jumlah Orang yang 22 2.553.00 | 25 2.967.76 47 5.520.771 | Kesban
Menerima Gaji dan 100% Orang/ 2.796 Orang/ 8.296 Orang/ 022 1 KKR
. . . . gpo.
Tunjangan ASN bulan bulan Bulan
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan 100% 1 659,200 | 4 Dok | 798808 5Dok | 7.988.080 | Kesban | g
. Dok 0 gpol
Keuangan Akhir
Koordinasi dan Tahun SKPD
Penyusunan Jumlah Laporan
2.02 .
5 Laporan Keuangan | Keuangan Akhir
’ Akhir Tahun Tahun SKPD dan
SKPD i 4 4 8
Laporz?m ) Hasil 100% Lapora 7.378.45 Lapora 8.786.88 Lapora 16.165.34 Kesban KKR
Koordinasi 0 6 n 8 n 4 gpol
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD
Jumlah Koordinasi
dan Penyusunan
Laporan Keuangan 100% 1 984,770 | 1 Dok | 8007,40 2Dok | 8.007.400 | Kesban | yyp
. Dok 0 gpol
Bulanan/Triwulanan
/Semesteran SKPD
Koordinasi dan Jumlah Laporan
Penyusunan Keuangan Bulanan/
2.02 | Laporan Keuangan | Triwulanan/
7 Bulanan/Triwulan | Semesteran SKPD dan
an/Semesteran Laporan  Koordinasi 4 4 8
SKPD Penyusunan Laporan 100% Lapora 8‘0002‘77 Lapora 8'8008'14 Lapora 16'8(;0'91 K;;l;lan KKR
Keuangan n n n
Bulanan/Triwulanan
/Semesteran SKPD
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Jumlah Penyusunan
. 1 3,782,79 7,116,66 10.899.45 Kesb
Penyusunan Pelaporan Prognosis 100% DOk o 2 DOk 0 3 Dok o ;Smlan KKR
2.02 Pelaporan dan Realisasi Anggaran
. 3 Analisis Prognosis Jumlah Dokumen 4 4 8
' Realisasi Pelaporan dan 7.047.52 7.116.96 14.164.48 | Kesban
L .047. L .116. L .164.
Anggaran Analisis Prognosis 100% af;lora 5 a}:lora 0 aiora 5 gpol KR
Realisasi Anggaran
Administrasi Persentase
. Administrasi 100,0 30,520 30,520,5 Kesban
o » ,520, ,520,
2.05 . Kepekgawlguan N Kepegawaian 100% 0 554 100,00 54 apol KKR
erangkat Daera Perangkat Daerah
Jumlah Pengadaan
Pakaian Dinas 17 13,406,5 17 13.406.55 | Kesb
Beserta Atributnya 100% »406, .406. esban | .o
Orang 54 Orang 4 gpol
Pengadaan Kelengkapannya
2.05 Pakaian Dinas
2 Beserta Atribut Jumlah Dokumen
Kelengkapannya Pengadaan  Pakaian Kesb
Dinas Beserta Atribut |  100% oot | xem
Kelengkapannya &P
Bimbingan Teknis
Imple mentasi Jumlah Bimbingan
2.05 | Peraturan Teknis Imple mentasi 100% 1 17,114,0 1 17.114.00 Kesban KKR
11 Perundang- Peraturan ° Tahun 00 Tahun 0 gpol
Undangan Perundang-undangan
. . Persentase
Administrasi Administrasi Umum 100 | 92,559, | 100,0 | 125,297 140,348 358,205, | Kesb
0, s s , s , s s esban
2.06 Umum Perangkat Perangkat Daerah 100% 00 057 0 808 100,00 895 100,00 690 apol KKR
Daerah
Jumlah Penyediaan 124 1246
Alat Tulis Kantor 100% 6 45,45153,0 Tahl 41,227,8 ATK, 1 86.4?0.94 Kesblan KKR
. N ATK un Tahun gpo
2.06 Penyediaan Bahan
yeau: Jumlah Paket Bahan
4 Logistik Kantor s
Logistik Kantor yang Yy 12 41,495,9 12 45.544.5 24 86.981.33 | Kesban | ..
Disediakan ? Paket 20 Paket 01 Paket 7 gpol
Jumlah Penyediaan 200 20000
Barang Cetakan dan 100% 00 3,781,00 1 9,498,92 Lembar 13.279.92 Kesban KKR
b
Penggandaan Lem 0 Tahun 0 , 1 0 gpol
2.06 Penyediaan bar Tahun
. 5 Barang Cetakan Jumlah Paket Barang
. dan Penggandaan | Cetakan dan 12 7,267,90 12 9.860.96 24 16.848.86 | Kesb
, K . R . . esban
Penggandaan  yang| 100% Paket 5 Paket 0 Paket 0 gool | KR
Disediakan
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Jumlah Penyediaan 12
' Bahan Bacaan dan 100% Bul 2,575,00 12 4,068,00 24 6.643.000 Kesban KKR
Penyediaan Bahan | Peraturan on 0 Bulan 0 Bulan gpol
2.06 Bacaan dan Perundang-undangan
: 6 Peraturan Jumlah Dokumen
. Perundang- Bahan Bacaan dan
undangan Peraturan Perundang- | 100% 12 Dok 4’0302 00 | 12 Dok 4-0%8-00 24 Dok | 7.716.000 Kes';f‘n KKR
Undangan yang &
Disediakan
Jumlah 12 Kali
Penyelenggaraan Lo0% 12 40,750,0 1 70,693,0 1 % | 111.443.0 | Kesban KKR
R b .
Penyelenggaraan | Rapat Koordinasi dan Kali 00 Tahun 00 Tahun 00 gpol
2.06 Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD
9 dan Konsultasi Jumlah Laporan
SKPD Penyelenggaraan 100% La40ra 87,553,0 La4ora 103.812. La Sora 200.117.5 Kesban KKR
Rapat Koordinasi dan ° F; 00 }:1 500 r:l 00 gpol
Konsultasi SKPD
Pengadaan
Barang Milik Persentase
Daerah Pengadaan Barang
. s 100 100,127 100,0 24,893 73,454 198,475 Kesban
o ) f ,893, ,454, V475, KKR
2.07 Penunjang Mlhk.Daerah 100% .00 740 0 853 100,00 155 100,00 748 gpol
Urusan Penujang Urusan
Pemerintah Pemerintah Daerah
Daerah
Jumlah Pengadaan 19 | s59,501,0 1 24,893,8 19 84.394.85 | Kesb
Peralatan dan Mesin 100% . o st Unit, 1 e esban KKR
. Unit 00 Tahun 53 3 gpol
07 Pengadaan Lainnya Tahun
2 .6 Peralatan dan Jumlah Unit
' Mesin Lainnya i
y Pe.ralatan dan Mesin 100% 3 Unit 73,454,1 3 Unit 73.314.15 Kesban KKR
Lainnya yang 55 5 gpol
Disediakan
Jumlah Pengadaan 30 40,626,7 . 40.626.74 | Kesban
- . P KKR
2.07 Pengadaan Aset Aset Tetap Lainnya 100% Unit 40 30 Unit 0 apol
7 Tetap Lainnya
p y Jumlah  Pe pgadaan 100% o Kesban KKR
Aset Tetap Lainnya gpol
Penyediaan Jasa
X Persentase
Penunjang Tersedianga Jasa 100 | 274,820 | 100,0 | 247,994 251,510 774,325, | Kesb
2.08 Urusan lang 100% : ’ ; 100,00 : 100,00 iy esvan |- gkr
. Penunjang Urusan ,00 ,404 0 ,716 ,576 696 gpol
Pemerintahan :
Pemerinthan Daerah
Daerah
Jumlah Penyediaan 1
56,209,0 1 3,889,20 2 60.098.20 Kesban
Jasa Surat Menyurat 100% 11‘16: 00 Tahun 0 Tahun 0 gpol KR
2.08 Penyediaan Jasa
oy o Jumlah Laporan
1 Surat Menyurat Penvediaan J 12 12 24
enyediaa asa 100% Lapora 5,990,80 Lapora 6.392.10 Lapora 12.382.90 Kesban KKR
Surat Menyurat n 0 n 0 n 0 gpol
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Jumlah Penyediaan L
Jasa Komunikasi, 30,000,0 1 26,400,0 2 56.400.00 Kesban
) Sumber Daya Air dan 100% Tah 00 Tahun 00 Tahun 0 gpol KKR
Penyediaan Jasa P un
. X Listrik
2.08 Komunikasi,
. Jumlah Laporan
2 Sumber Daya Air -
dan Listrik Penyediaan Jasa + 28,415,7 4 34.320.0 8 65.735.74 | Kesb
Komunikasi, Sumber 100% Lapora e Lapora 0. Lapora 735 esoism KKR
Daya Air dan Listrik n n n £p
yang Disediakan
Jumlah Penyediaan 1 130,000 1 130,187 1 kali 260.187.5 Kesb:
100% ,000, ,187, i, .187. esban
_ Jasa Peralatan dan ° Kali 000 Tahun 500 1 tahun 00 gpol KR
Penyediaan Jasa Perlengkapan Kantor
2.08 Peralatan dan Jumlah Laporan
3 Perlengkapan i
g<ap Penyediaan Jasa 12 156.000. 12 171.806. 24 327.806.2 | Kesban
Kantor Peralatan dan 100% Lapora 000 Lapora 250 Lapora 50 apol KKR
Perlengkapan Kantor n n n
yang Disediakan
Jumlah Penyediaan 12 12
Jasa Administrasi 100% Bul 58,611,4 1 87,518,0 bulan, 146.129.4 Kesban KKR
Keuangan 04 Tahun 16 1 20 gpol
an
Tahun
Penyediaan Jasa
2.08 Pelayanan Umum Jumlah Laporan
4 Penyediaan Jasa
Kantor 12 12 24
Pelayanan Umum [ Lomera | 611040 | 2 | 67.963.2 [ | 2 | 120.067.3 | Kesban | o
Kantor yang ° P:q 28 1; 97 1:1 25 gpol
Disediakan
Pemeliharaan
Barang Mili
g Milik Persentase
Daerah Pemeliharaan
Penunjang i 100 48,035, 100,0 55,401, 60,279, 163,715, Kesban
2.09 Urusan Barang Milik Daerah 100% 00 000 0 300 100,00 248 100,00 548 apol KKR
. Penunjang Urusan
Pemerintahan :
Pemerintah Daerah
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Perorangan Dinas
2.09 Pajrf\k., dan at‘au Kendaraan 100% 1 Unit 40,799,2 1 Unit 49.485.2 2 Unit 94.467.90 Kesban KKR
.1 Perizinan Dinas Jabatan yang 48 60 8 gpol
Kendaraan Dinas Dipelihara dan
Operasional atau dibayarkan Pajaknya
Lapangan
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Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan, Jumlah Penyediaan
Pajak, dan Jasa Pemeliharaan 1
2.09 L s 37,005,0 1 37,061,3 2 74.066.30 Kesban
9 Perizinan ) dan Perizinan 100% Tah 00 Tahun 00 Tahun 0 apol KKR
Kendaraan Dinas Kendaraan un
Operasional atau Dinas/Operasional
Lapangan
Jumlah Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin 1 11,030,0 1 18,340,0 1Kkali, 1 29.370.00 Kesb:
3 , B B B i, . . esban
Lainnya 100% Kali 00 Tahun 00 tahun 0 gpol KR
2.09 Pemeliharaan
6 Peralatan dan Somiah Poral 1
’ Mesin Lainnya umran rer atan dan
Mesin Lainnya yang
Dipelihara 100% 1 Unit 19.480.0 1 Unit 20.977.0 2 Unit 40.457.00 Kesban KKR
00 00 0 gpol
; Jumlah
Pe .rr.lehl}araan/ Reh Pemeliharaan/Rehabi
abilitasi Gedung litasi d
209 | Kantor dan itasi Gedung Kantor Kesb
: dan Bangunan 100% esban | kkr
.10 Bangunan . gpol
Lai Lainnya
ainnya
PROGRAM
PENGUATAN Persentase
IDEOLOGI Penguatan Ideologi
PANCASILA DAN Pancasila dan 100 63,546, 100,0 92,125, 461,418 617,090, Kesban
2 KARAKTER Karakter 100% ,00 160 0 652 100,00 626 100,00 438 gpol KKR
KEBANGSAAN Kebangsaan
Perumusan Persentase
Kebijakan Teknis kebijakan Teknis dan
Pemantapan
dan Pemantapan .
Pelaksanaan Bidang
Pelaksanaan Ideologi Pancasila dan
Bidang Ideologi 100 63,546, 100,0 92,125, 461,418 617,090, Kesban
2.01 | pancasila dan Karakter Kebangsaan 100% ,00 160 0 652 100,00 ,626 100,00 438 gpol KKR
Karakter
Kebangsaan
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Pelaksanaan
Kebijakan di Jumlah Orang yang
Bidang Ideologi Mengikuti
Wawasan Pelaksanaan
Kebangsaan, Bela Kebijakan di Bidang
Negara, Karakter Ideologi Wawasan
2.01 Bangsa, Kebangsaan, Bela 100% 31 420.999. 31 800.000. 162 1.220.999 Kesban KKR
3 Pembauran Negara, Karakter Orang 927 Orang 000 Orang 927 gpol
Kebangsaan, Bangsa, Pembauran
Bineka Kebangsaan, Bineka
Tunggal Ika dan Tunggal ~ Tka  dan
Sejarah Sejarah Kebangsaan
Kebangsaan
Jumlah orang yang
paham tentang
Kegiatan Penigkatan
kesadaran
masyarakat terhadap 295
Pelaksanaan nilai-nilai Kebangsaan Loo% om 63,236,1 0328 92, égS,G 0553 155.16271 8 Kesglan KKR
I%)ordm;m 1d1 . Jumlah Orang yang ng rang rang gp
Bidang Ideologi trampil tentang
K bWawasanB a ke giatan Fasilitasi
€bangsaan, e Forum Pembaruan
2.21 Nega];a, Karakter Kebangsaan (FPK)
. angsa,
Pe mbguran Jumlah Orang yang
Kebangsaan Mengikuti Koordinasi
Bineka Tungg,al di Bidang Ideologi
Ika dan Sejarah \Ig:a‘tl anS;sI;an Bela
Keb. ) b 120 40,418,6 120 99.000.0 240 180.599.6 Kesban
ebangsaan Negara, Karakter 100% Orang 99 Orang 00 Orang 49 gpol KKR
Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka
Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan
PROGRAM
PENINGKATAN .
PERAN PARTAI Persentase Penigkatan
POLITIK DAN Peran Partai Politik
LEMBAGA dan Lembaga
PENDIDIKAN Pendidikan Melalui 100 | 1,0282 | 1000 | 1,1369 9,974,9 12,1402 | Kesban
3 MELALUI gend;dlkan F];"htlk 100% 00 | 81,484 0 72,342 | 19099 | 96955 100,00 {73} 743 apol KKR
PENDIDIKAN an rengembangan
POLITIK DAN Etika Serta
PENGEMBANGAN Budaya Politikm
ETIKA SERTA
BUDAYA POLITIK
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Perumusan
Kebijakan Teknis
dan Pemantapan
Pelaksanaan
Bidang
Pendidikan
Politik, Etika
B; daya Politik, Persetase Kebijakan
eningkatan R
X Teknis dan
Demokrasi, Pemantapan 100 1,0282 | 100,0 1,136,9 9,974,9 12,140,2 Kesban
2.01 Fasilitasi Pelaksnaan  Bidang 100% 00 | 81,484 | o 72,344 100,00 | 99 955 100,00 44,783 epol KKR
Kelembagaan . e
. Pendidikan Politik,
Pemerintahan, | piyo Bydaya Politik
Perwakilan dan Y
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik
Jumlah Orang Yang
Paham Pelaksanaan
dan Fasilitasi
Pendidikan Politik di
Wilayah  Kabupaten
Pelaksanaan Kubu Raya
Kebijakan Di Jumlah peserta dalam 050 1,015,41 1 1,037,67 o 50 1 | 2.053.093 Kesban
Bidang Pendidikan | sosialisasi/fasilitasi 100% nrga 4,832 | Tahun 8,960 T 792 gpol KKR
Politik, Etika Bantuan  keuangan
Budaya Politik, Partai Politik
Peningkatan Jumlah peserta dalam
De mokrasi, sosialisasi/fasilitasi
Fasilitasi perizinan reklame non
2.01 Kelembagaan komersial
3 Pemerintahan,

: Perwakilan dan Jumlah Orang yang
Partai ,BOhtIk’ Mengikuti Pelaksanaan
Pemilihan Kebijakan di Bidang
Umum/Pemilihan | Pendidikan Politik, Etika

Umum Ke pala Budaya Politik,
Daerah, serta Peningkatan Demokrasi,
Femantauan | Fin G| 1o, oie | VTR | ol | 90 | ot | 20587 | N [ o
Situasi Politik Di Perwakilan dan Partai
erwakilan dan Par
Daerah Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik di Daerah
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Jumlah Orang Yang
Paham Fasilitasi
Pelaksanaan Peningkatan 50
Koordinasi Di Pemaﬁman Etika 100% Osx?a 12,226,6 Tahlun 54,339,6 Oraing, 67.3;16.25 Kesban KKR
Bidang Pendidikan | dan Budaya Politik di ng Tahun ol
Politik, Etika Kabupaten Kubu
Budaya Politik, Raya
Peningkatan Jumlah Orang yang
Demokrasi, Mengikuti Koordinasi
Fasilitasi di Bidang Pendidikan
201 Kelembagaan Politik, Etika Budaya
. Pemerintahan, Politik, Peningkatan
4 Perwakilan dan De mokrasi, Fasilitasi
Partai Politik, Kelembagaan
Pemilihan Pemerintahan, Lo 20 142,292, 20 100.612. 40 142.278.3 | Kesban
Umum/Pemilihan | Perwakilan dan Partai ° Orang 158 Orang 700 Orang 24 gpol KKR
Umum Kepala Politik, Pemilihan
Daerah, serta Umum/ Pemilihan
Pemantauan Umum Kepala
Situasi Politik di Daerah, serta
Daerah Pemantauan Situasi
Politik di Daerah
Jumlah dokumen
Pelaksanaan hasil Monitoring yang
Monitoring, mengikuti evaluasi 100% 1 44,813,7 1 44.813.78 Kesban KKR
Evaluasi dan pelaporan politik ° Tahun 84 Tahun 4 gpol
Pelaporan di dalam negeri
Bidang Pendidikan
Politik, Etika Jumlah Laporan Hasil
Budaya Politik, Monitoring, Evaluasi
Peningkatan dan  Pelaporan di
Demokrasi, Bidang Pendidikan
201 Fasilitasi Politik, Etika Budaya
5 Kelembagaan Politik, Peningkatan
Pemerintahan, Demokrasi, Fasilitasi
Perwakilan dan Kele mbagaan 1 1 2
Partai Politik, Pemerintahan, 100% Lapora 62,8259 Lapora 83.110.7 Lapora 124.600.7 Kesban KKR
Pemilihan Perwakilan dan Partai n 82 n 8o n 8o gpol
Umum/Pemilihan | Politik, Pemilihan
Umum Kepala Umum/Pemilihan
Daerah, serta Umum Kepala
Pemantauan Daerah, serta
Situasi Politik di Pemantauan Situasi
Daerah Politik di Daerah
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PDihléBERDAYAAN PERSENTASE
PEMBERDAYAAN
PENGAWASAN o 100 2,228,0 100,0 2,498,9 2,335,9 7,063,04 Kesban
4 | ORGANISASI gglé:gll\éig}NASAN 100% 00 | 59,762 0 98,727 | 100,00 | 'g7686 100,00 6,175 gpol KKR
KEIMASYARAKAT KEMASYARAKATAN
Perumusan Persentase
Kebijakan Teknis Perumusan
dan Pemantapan Kebijakan Teknis
Pelaksanaan dan Pemantapan
. . o 100 2,228,0 100,0 2,498,9 2,335,9 7,063,04 Kesban
2.01 Bidang Pelaksanaan Bidang 100% .00 59.762 0 98,727 100,00 87,686 100,00 6,175 apol KKR
Pemberdayaan Pemberdayaan dan
dan Pengawasan Pengawasan
Organisasi Organisasi
Kemasyarakatan Kemasyarakatan
Jumlah Orang Yang
Pelak: Paham Sosilisasi dan 75 2,228,05 2,498,99 75 4.727.058 Kesb
claksanaan Koordinasi ~ Program | 100% Ora S 76n 100% '8 757 Orang, %o es f‘n KKR
Ko_or.dma51 Bantuan ng j i 100% . gpo
dibidang Sosial/BANSOS
Pendaftaran
o Jumlah Orang yang
rmas, PP o2
Mengikuti Koordinasi
2.01 Pemberdayaan .
. di Bidang Pendaftaran
4 Ormas, Evaluasi
dan Mediasi gmis’ d
emberdayaan 30 2,335,98 30 2.481.79 160 4.690.821 Kesban
Se;gketa Oormas, | oumas, Evaluasi dan | 100% Orang 7,686 Orang 4.447 Orang 139 gpol KKR
cngawasan Mediasi Sengketa
Ormas dan Ormas
‘Asing di D h Ormas, Pengawasan
sing di Daera Ormas dan Ormas
Asing di Daerah
PROGRAM PERSENTASE
PEMBINAAN DAN PROGRAM
PENGEMBANGAN PEMBINAAN DAN 100 162,882 100,0 117,577 127,819 408,280 Kesb:
5 KETAHANAN PENGEMBANGAN 100% 00 050 o 710 100,00 s 100,00 v ;‘;ofn KKR
EKONOMI, KETAHANAN ’ ’ ] ’
SOSIAL, DAN EKONOMI, SOSIAL,
BUDAYA DAN BUDAYA
Persentase
Perumusan Perumusan
Kebijakan Teknis Kebijakan Teknis
dan Pemantapan dan P ¢
Pelaksanaan Pagkeman a%a'g 100 162,882 100,0 117,577 127,819 408,280 Kesban
2.01 . elaksanaan Bidang 100% . ? ’ 100,00 ’ 100,00 ; ’ KKR
Bidang Ketahanan ,00 ,950 0 ,710 ,667 327 gpol
Ketahgnan_ Ekonomi, Sosial dan
Ekonomi, Sosial Budaya
dan Budaya
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Jumlah orang yang
paham tentang
Kegiatan Fasilitasi 308
Forum Pembauran 162,882 328 117,577 280.460.6 Kesban
o . ’ g ’ 656 KKR
Kebangsaan (FKUB) 100% Ora 950 Orang 710 60 gpol
Pelaksanaan ng
. L g dan P4GN
Koordinasi di
Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Jumlah Orang yang
Budaya dan .
A Mengikuti
Fasilitasi
Pencegahan Pelaksanaan
2.01 P Kebijakan di Bidang
enyalagunaan :
4 Narkotika Ketahanan Ekonomi,
S Sosial, Budaya dan
Fasilitasi e
Kerukunan Umat gaSIhthI nomecgaan 120 127,819 120 139.742 240 266.780.2 Kesb
enyalagunaan ,819, 742, .780. esban
Be;ee‘ I%aglhm; :ta " Narkotika, Fasilitasi 100% Orang 667 Orang 046 Orang 70 gpol KKR
Kepercayaan di ge rukunan Uglat
Daerah e ragama an
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah
PERSENTASE
PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN
PENINGKATAN
NASIONAL DAN
KEWASPADAAN
PENINGKATAN
NASIONAL DAN | 11741 1TAS DAN 100 | 68058, | 1000 | 201,670 131,505 401,234, | Kesban
6 PENINGKATAN FASILITASI 100% 00 ?;20 ’ 0 ’ ’3:‘4 100,00 ,6’33 100,00 2’97 ’ apol KKR
KUALITAS DAN
PENANGANAN
FASILITASI KONFLIK SOSIAL
PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL
Persentase Kebijakan
Teknis dan
Perumusan Pelaksanaan
Kebijakan Teknis Pemantapan
dan Pelaksanaan Kewaspadaan
Pemantapan Nasional dan 100 68,058 100,0 201,670 131,505 401,234 Kesban
. % ; ’ ’ y 100,00 ’ 100,00 ; ? KKR
201 Kewaspadaan Penanganan Konflik 100% ,00 320 0 ,344 ,633 297 gpol
Nasional dan Sosial
Penanganan
Konflik Sosial
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Pelaksanaan
Kebijakan di
Bidang
Kewaspadaan Jumlah Orang yang
Dini, Kerjasama Mengikuti
Intelijen, pelaksanaan
Pemantauan Kebijakan di Bidang
Orang Asing, Kewaspadaan  Dini,
Tenaga Kerja Kerja Sama Intelijen,
Asing dan Pemantauan  Orang
2.01 Lembaga Asing, Asing, Tenaga Kerja ey 12 58,661,1 12 70.872.2 24 129.144.5 Kesban KKR
.3 Kewaspadaan Asing dan Lembaga ? Orang 43 Orang 81 Orang 62 gpol
Perbatasan Antar Asing, Kewaspadaan
Negara, Fasilitasi Perbatasan antar
Kelembagaan Negara, Fasilitasi
Bidang Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, Kewaspadaan, serta
serta Penanganan Penanganan Konflik
Konlflik di Daerah di Daerah
Presentase
Penanganan Konflik
Sosial Masyarakat di 92.836,0 92.836.01 Kesban
Prelaksanaan navupate nuvu 100% 100% 12 100% 2 gpol KKR
Koordinasi di Raya
Bidang
Kewaspadaan
Dini, Kerjasama Jumlah Orang vang
Intelijen, Mengikuti Koordinasi
Pemantauan di Bidang
Orang Asing, Kewaspadaan  Dini,
" 01 Tenaga Kerja Kerja Sama Intelijen,
4 Asing dan Pemantauan Orang
: Lembaga Asing, Asing, Tenaga Kerja
Kewaspadaan Asing dan Lembaga
Perbatasan Antar | Asing, Kewaspadaan 18 7284449 18 74.752.5 36 145.682.6 | Kesban
Ne gara, Fasilitasi Perbatasan antar 100% Orang 0 Orang 33 Orang 34 gpol KKR
Kelembagaan Negara, Fasilitasi
Bidang Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, Kewaspadaan, serta
serta Penanganan | Penanganan Konflik
Konflik di Daerah di Daerah
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Jumlah Dokumen
Pelaksanaan hasil Monitoring
Monitoring, Evaluasi dan
Evaluasidan | Pelaporan  Konflik | 100% L[ 680583 | ooy | 108834, 1 Dok, | 176.892.6 | Kesban | r
i : 20 332 9 Kec 52 gpol
Pelaporan di sosial Masyarakat di atan
Bidang Kabupaten Kubu
Kewaspadaan Raya
Dini, Kerjasama Jumlah Laporan Hasil
Intelijen, Monitoring, Evaluasi
Pemantauan dan  Pelaporan  di
2.01 Orang Asing, Bidang Kewaspadaan
5 Tenaga Kerja Dml,” Kerja  Sama
Asing dan Intelijen, Pemantauan
Lembaga Asing, Orang Asing, Tenaga
Kewaspadaan Kerja  Asing dan Kesban
Perbatasan Antar Lembaga Asing, 100% gpol KKR
Negara, Fasilitasi Kewaspadaan
Kele rpb agaan Perbatasan antar
Bidang Negara, Fasilitasi
Kewaspadaan, Kelembagaan Bidang
serta Penanganan | Kewaspadaan, serta
Konflik di Daerah Penanganan  Konflik
di Daerah
Kesban KKR
Bpot
Kesban KKR
gPOT
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk
mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan
dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu
atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah
berhasil dilaksan akan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan.
Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang
memberikan indikasi yang lebihbaik dan lebih menggambarkan mengenai
kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem
pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini
akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil
pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah
diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat
menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga
merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan
kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan
instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat
membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan
sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk
menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai.
Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih
meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-
penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara
objektif keberhasilannya.

Beberapa syarat dalam menentukan indikator kinerja adalah
diantaranya :

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada
kemungkinan kesalahan interpretasi.

2. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun
kualitatif yaitu dua atau lebih mengukur indicator kinerja
mempunyai kinerja yang sama.

3. Relevan, artinya indicator kinerja harus menangani aspek-aspek

obyektif yang relevan.
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4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan
keberhasilan masukan, keluaran, hasil manfaat, dan dampak serta
proses.

S. Fleksibel dan sensitive terhadap perubahan/penyesuaian
pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.

6. Efektif, artinya data/informasi yang berkaitan dengan indikator
kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisa
dengan biaya yang tersedia.

Sesuai dengan Visi Bupati Terpilih yaitu Terwujudnya Kabupaten
Kubu Raya Yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas, Dan
Religius maka terdapat 5 misi yang merupakan penjabaran dari visi
tersebut yaitu :

1. Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang

Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance).

2. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaikan

Kualitas Hidup Masyarakat.

3. Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang

Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal.

4. Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa

Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat.

5. Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan Untuk Peningkatan

Kualitas dan Kemandirian Ekonomi.

Dari penjabaran diatas, Indikator Kinerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya yang mendukung Visi, Misi,
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-

2024 adalah sebagai berikut :
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Tujuan

Sasaran
Misi Ke-
empat

Tujuan

Sasaran
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Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola
Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and
Clean Governance)

Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran
Pembangunan Daerah

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan
Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan
Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat
Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama dalam
masyarakat

Meningkatnya toleransi di kalangan umat beragama
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Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

Tahun 2019-2024

7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
No. | Misi Tujuan Indikator Sasaran Indikator Sat Realiasasi Target Capaian Kondisi
Tujuan Sasaran uan Capaian Akhir
2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Meningkatkan T.1 | Meningkatnya 1 | Indeks S.3 Meningkatnya 3 Nilai - CC CC B B B BB BB
Budaya Kerja dan budaya kerja dan Reformasi akuntabilitas SAKIP 56,32) | (58,66) | (61,00) | (64,50) | (68,00) | (71,50) | (71,50)
Tata Kelola tata kelola Birokrasi kinerja dan
Pemerintahan pemerintahan keuangan
yang Bersih dan yang bersih,
Berwibawa (Good efektif, efisien
and Clean dan berwibawa
Governance)
4 Meningkatkan T.7 | Meningkatnya 8 | Indeks S.15 | Meningkatnya 20 | Jumlah | Kasus | O 0 0 0 0 0 0
Penguatan pemahaman dan Kerukunan toleransi di kasus
Aktivitas dan pengamalan Umat kalangan umat konflik
Kelembagaan agama dalam Beragama beragama antar
Bernuansa masyarakat agama
Religius di
Seluruh Lapisan
Masyarakat
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BAB VIII
PENUTUP

1. Rencana Strategis Badan Kesbangpol Kabupaten Kubu Raya Tahun
2019-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka
menengah Badan Kesbangpol, yang memuat tujuan, sasaran, arah
kebijakan, program sampai dengan kegiatan sebagai penjabaran lebih
rinci dari RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dan
merupakan pedoman bagi seluruh bidang di lingkungan unit kerja Badan
Kesbangpol dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

2. Diharapkan Renstra Perubahan Badan Kesbangpol dapat menjadi
komitmen dalam membawa arah dan peran Badan Kesbangpol
Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun
2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

3. Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang
terus mengalami perubahan, maka Renstra Perubahan Badan
Kesbangpol ini tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan
perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi, yang
hasilnya dituangkan dalam rencana ulang perumusan Review Renstra
Perubahan berikutnya atau sebagai bahan penyusunan Renstra
Perubahan Badan Kesbangpol Periode Tahun 2024-2029.

4. Selanjutnya Renstra Perubahan ini akan dijabarkan ke dalam Rencana
Kerja (Renja) Badan Kesbangpol setiap tahunnya. Dalam penyusunan
Renja, Renstra Perubahan ini akan menjadi acuan/pedoman dalam
penentuan-penentuan program dan kegiatan Badan Kesbangpol yang
dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-Badan
Kesbangpol).

5. Apabila sampai Renstra Perubahan Badan Kesbangpol Tahun 2019-2024

ini berakhir dan belum ditetapkannya Renstra Perubahan Badan
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Kesbangpol periode berikutnya, maka Renstra Perubahan Badan
Kesbangpol ini masih digunakan untuk penyusunan renja tahun

perencanaan berikutnya.
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